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ABSTRAK

Ahmad Akbar (B11105027), Tinjauan Yuridis Atas Penetapan
Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Mengadili Perkara Tindak
Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara No.960/Pid. B/2008/PN.Mks) dengan
dibimbing oleh Achmad Ali dan H.M.Said Karim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahul bagaimanakah alasan
yuridis terhadap penunjukan Pengadilan Negeri Makassar mengadil
perkara tindak pidana korupsi yang mencakup pula dasar hukum dan
prosedur permohonan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar dan
untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas pelaksanaan persidangan
terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan penunjukan Pengadilan
Negeri Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sul Sel, Pengadilan
Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggl Sul Sel. Jenis dan sumber data
dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian pustaka dan
penelitian lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Analisis data
dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperolen dari penelitian ini menunjukkan alasan
penunjukan Pengadilan Negeri Makassar mengadili perkara tindak pidana
korupsi terhadap kasus Basmin Mattayang adalah karena adanya
kekhawatiran dari Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sul Sel tentang adanya
gangguan keamanan jika persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Palopo. Secara yuridis, penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk
mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan Pasal 85
KUHAP karena alasan terhadap pemindahan tempat persidangan diluar
dari apa yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 85 KUHAP yang tidak
bersihat urgen dan permohonan terhadap pemindahan tersebut dilakukan
oleh Kejaksaan Tinggi Sul Sel sedangkan dalam Fasal 85 KUHAP
mengatur bahwa yang berwenang untuk mengajukan permchonan
tersebut adalah Ketua Pengadian Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri
tempat terjadinya tindak pidana (focus delicti) yaitu Kejaksaan Negeri
Belopa/Pengadilan Negen Belopa.

Adanya penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili
perkara korupsi tidak mempengaruhi efetivitas jalannya persidangan.
Persidangan berjalan lancar seperti halnya dengan kasus-kasus yang
locus delicli-nya di Malkassar
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah  untuk
menyelenggarakan pemerintahan secara benar (Good Govemance) yang
merefleksikan nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan asas kepastian
hukum. Cita-cita tersebut terdapat dalam penjelasan UUD 1945 yang
secara jelas memaparkan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa,

Cita-cita tersebut banyak menghadapi hambatan dalam praktek
sehari-hari. Isu mengenai kebocoran anggaran pembangunan nasional
tidak efektifnya peran dan fungsi lembaga pengawasan, berkembangnya
kolusi dan melembaganya korupsi dalam dunia birokrasi Indonesia
merupakan fenomena nyata dalam praktek penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan
peningkatan dar tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas
dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumilah
kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan
semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek
kehidupan masyarakat.

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendir. Perilaku
korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Korupsi di
Indonesia cenderung dilakukan cleh orang atau institusi yang memiliki
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kekuasaan politik, atau cleh konglomerat yang melakukan hubungan
transaksional kolutif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian,
prakiek kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung
secara sistemalis,

Hasil survei Transparency International Indonesia (TIl) pada tahun
2003 menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor
enam dar 133 negara. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dar level
atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia (one.indoskripsi.com).
Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan ocleh H.Hambali Thalib
yang mengatakan “korupsi di Indnesia merupakan Virus kanker yang
menyebar keseluruh tubuh bangsa dan sendi-sendi Pemerintahan® (Said
Karim,2008:1)

Yang lebih memilukan lagi, sebagian besar kasus korupsi yang
terjadi dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, walikota ataupun
bupati, Berdasarkan data dari ICW (infernational Corruption Walch) per 20
September tahun 2007, jumlah bupati yang tersandung kasus korupsi di
seluruh Indonesia adalah 41 orang, dan salah satunya adalah Basmin
Mattayang. (detiknews.com)

Kasus korupsi DPRD Luwu awalnya bergulir setelah Front
Mahasiswa Peduli Anti Korupsi (FMPAK) Luwu dan Forum Mahasiswa
Pinggiran (FMP) mensinyalir adanya tiga item dugaan penyalahgunaan
APBD Luwu 2003, yang melibatkan Bupati dan 35 anggota DPRD Luwu.



Total anggaran yang diduga telah disalahgunakan, menurut
mereka, mencapai Rp 1,05 miliar, Ketiga item anggaran yang 'bermasalah’
tersebut, adalah bantuan biaya pembahasan asisten ranperda
perhitungan APBD Luwu 2003 kepada panitia anggaran atau gabungan
kornisi. .

Selain itu, FMPAK dan FMP juga membeberkan scal pemberian
dana kehormatan akhir masa bakti pimpinan dan anggota OPRD periode
1999/2004 dan pemberian bantuan perumahan bagi pimpinan DPRD luwu
18848/2004. (ujungpandangekspres.com)

Basmin bersama 32 mantan anggota DPRD Luwu periode 1999-
2004 itu menjadi tersangka setelah diduga telah memindahkan pos
anggaran dana tak terduga di sekretariat kabupaten. Menurut Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penggunaan dana
tersebut salah, seharusnya dana yang disebut sebagai dana tidak
tersangka itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan mendadak,
misalnya penanganan bencana alam dan bukan untuk kepentingan pribadi
anggota DPRD. (wap.fajar.co.id)

Menurut Pasal 84 ayat (1) sampai (4) KUHAP yang berwenang
untuk mengadili perkara Basmin beserta 32 mantan anggota DPRD Luwu
periode 1999-2004 yang bertempat tinggal di wilayah Luwu adalah
Pengadilan Negeri Palope karena dalam pasal tersebut diatur bahwa
setiiap pengadilan negeri berwenang untuk mengadili setiap perkara yang
terjadi dalam wilayah hukumnya dan Kab. Luwu yang merupakan daerah



:‘b 'Q"*kn.;
pemekaran dar wilayah Palopo menjadi kewenangan dar Pengadilan
Negeri Palopo. Dalam Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 2004 juga
ditegaskan “Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota,
dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupataten/Kota®. Hal tersebut
dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 UU No.8 Tahun 2004 yang berbunyi
‘Pada dasarmya tempat kedudukan pengadilan neger berada di ibukota
Kabupaten/Kota, vyang daerah hukumnya  meliputi  wilayah
Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya
pengecualian.”

Kasus Basmin diadili dan diputus di Pengadilan Negen Makassar
berdasarkan SK Mahkamah Agung. Dalam Pasal 85 KUHAP memang
diberikan pengecualian kewenangan mengadili berdasarkan penetapan
dar menteri kehakiman, Pasal 85 KUHARP berbunyi:

“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan

negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua

pengadilan neger atau kepala® kejaksaan negeri yang
bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri

Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri

lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara

yang dimaksud.”

Penjelasan pasal tersebut, mengatur bahwa alasan pemindahan
tempat persidangan berupa keadaan daerah fidak mengizinkan yang
dimaksud adalah "...antara lain tidak amannya daerah atau adanya
bencana alam." Apakah alasan pemindahan tempat persidangan terhadap
kasus basmin mattayang sehingga Mahkamah Agung menyetujui

pemindahan tempat persidangan? Apakah sesuai dengan alasan yang



tercantum dalam KUHAP? Bagaimana proses pengajuan usul atau
permohonan  penunjukan pengadilan negeri? Bagaimana efektifitas
pelaksanaan persidangannya?

Selain ftu, pengajuan SK yang diterbitkan cleh Mahkamah Agung
tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHAP. Apakah tidak
bertentangan dengan Pasal 85 KUHAP? Apakah dasar hukumnya?

Adanya berbagai permasalahan tersebut diatas sehubungan
dengan SK MA tentang Penunjukan pengadilan negerl Makassar,
sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut di atas dalam
sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Penetapan
Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Mengadili Perkara Tindak
Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara No.960/Pid.B/2008/PN.Mks)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Bagaimanakah alasan yuridis terhadap penunjukan Pengadilan Negeri
Makaszssar mengadili perkara tindak pidana korupsi (perkara
No. S60/Pid. B/2008/PN. Mks)?

2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan persidangan terhadap tindak
pidana korupsi berdasarkan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan

dalam peneiitian ini adalah sebagai benkut :

1. Untuk mengetahui finjauan secara yuridis terhadap pemindahan
tempat persidangan dalam tindak pidana korupsi

2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan persidangan
terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pemindahan tempat

persidangan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
A. Kegunaan Teoritis

Adapun yang menjadi kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah
untuk pengembangan limu Hukum pada umumnya dan untuk
pengembangan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
B. If:egunaan Praktis

Sedangkan yang menjadi kegunaan praktis dar peneltian ini
adalah sebagal berikut:

1. Hasil penelitan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan

masukan bagi pihak kejaksaan, advokat, ataupun pengadilan



dalam mempertimbangkan kasus-kasus yang ingin atau yang
sudah dilakukan pemindahan tempat persidangan.

. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi
bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami lebih jauh
tentang pemindahan tempat persidangan baik dalam tindak pidana
umum maupun dalam tindak pidana khusus terutama dalam tindak
pidana korupsi

. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada
masyarakat dalam membentuk suatu opini publik dalam bidang
hukum terhadap kasus yang dilakukan pemindahan tempat
persidangan



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA
A. Beberapa Pengertian dan Istilah

1. Peradilan dan Pengadilan

Dalam rangka kekuasaan kehakiman ini, biasa digunakan
beberapa istilah, yaitu pengadilan, peradilan dan mengadili. [Istilah
Peradilan dan Pengadilan memiliki makna dan pengertian yang berbeda,

perbedaannya adalah ;

1. Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak
dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan tugas negara hukum dan keadilan.

2. Pengadian dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam
bahasa Belanda yang dimaksud adalah dewan atau majelis yang
mengadiliperkara; mahkamah; dewan atau badan yang
berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa
dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum,
pelanggaran hukum atau undang-undang dan sebagainya. (Soesilo

Prayogo,2006:47)
Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (2007:45) dicantumkan

pengertian peradilan adalah segala sesuatu mengenal perkara
pengadilan, dan pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili
perkara; mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim
ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.
Dengan demikian, pengadilan itu menunjuk kepada pengerfian
organnya, sedangkan peradilan merupakan fungsinya. Hal Ini sesuai
dengan pendapat Achmad Ali (1996:315) yang mengemukakan bahwa:



“Peradilan adalah fungsi mengadili, atau proses yang ditempuh

dalam mencarn dan menemukan keadilan, sedangkan istilah

pengadilan konotasinya adalah instansi resmi yang merupakan
salah satu pelaksana fungsi mengadili tadi, yang dilengkapi oleh

aparat resmi yang berprofesi hakim. Jadi yang menghakimi di

pengadilan adalah orang yang benar-benar berprofesi sebagai

hakim,”

Namun, Scedikno Merokusumo mengemukakan pada dasarnya,
peradilan itu selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu
sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi juga terkait dengan
pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. (Jimly Asshiddigie,
2008:509)

Lain lagi Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pengadilan dan
peradilan, juga berbeda dari badan pengadilan. Titiik berat kata peradilan
tertuju  kepada prosesnya, pengadilan menitikberatkan caranya,
sedangkan badan pengadilan tertuju kepada badan, dewan, hakim, atau
Institusl pemerintah. Selanjutnya setelah menelaah berbagai pendapat
dari Paul Scholten, Bellefroid, Georg jellineck, dan Kranenburg, Soemitro

mengemukakan unsur-unsur peradilan sebagai suatu proses yaitu:

1. Adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang
dapat diterapkan pada suatu persoalan

Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit

Ada sekurang-kurangnya dua pihak

Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan
perselisihan (Jimly Asshiddigie, 2008:510)

ol ol

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) istilah
pengadilan ataupun peradilan tidak disebutkan pengertiannya. Hanya kata

*mengadili® yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 yang berbunyi: “mengadili



adalah serangkaian tindakan hakim untuk mengadili, memeriksa, dan
memuius perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan fidak
memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang”
Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama

yakni “adil” yang memiliki pengertian:

a. Tidak memihak, tidak berat sebelah

b. Benar, patut dengan tidak memandang siapaun

c. Sesual dengan porsinyabagiannya.(Kamus Besar Bahasa

indonesia, 2007:45)

2. Kompetensi atau Kewenangan

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut authorfy, kewenangan
adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Biartterdt bahwa wewenang
adalah instiutionalized power (kekuasaan vyang dilembagakan).
Sementara itu, menurut Miriam Budiarjo adalah kemampuan untuk
mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga,
tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang
mempunyai kerkuasaan. (Fajlurrahman, 2008:17)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:386), kompetensi
adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan)
sesuatu hal. Kata kompetensi merupakan turunan kata yang terbentuk

dari kata kompeten yang memiliki arti wewenang, cakap, berkuasa
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memutuskan atau menentukan sesuatu. Sedangkan kata wewenang
disamakan dengan kata kewenangan yang artinya hak dan kekuasaan
untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan
melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain,

Istilah kempetensi ini sering disamakan penggunaannya dengan
wewenang atau kewenangan., Namun, menurut Prajudi Admosudirjo,
kewenangan (aufhorily, gezag) dengan wewenang (compelence,
bevoegheid) memiliki makna yang berbeda. Beliau memandang
wewenang memilki arti yang sama dengan kompetensi sedangkan
kewenangan memiliki arti yang lebih luas. Kewenangan adalah apa yang
disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari
kekuasaan legislatif (diberl oleh undang-undang) atau dari kekuasaan
eksekutiffadministrasi. (M.Kamal Hidjaz 2007:51)

Pandangan yang serupa dikemukakan oleh Marbun dengan
memberikan pengertian basrbeda antara kewenangan dan wewenang.
Menurutnya, kewenangan (authorithy, gezag) adalah kekuasaan yang
diformalkan baik terhadap segolongan crang tertentu maupun terhadap
sesutau bidang secara bulat, sedangkan wewenang (competence,
bevoedheid) hanya mengenai bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan
berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (rechtsbevoeg-dheden).
{Fajlurrahman, 2008:17)

Dalam kekuasaan mengadili, istilah kekuasaan, kewenangan

ataupun kompetensi sering diartikan sama diberbagai literatur buku
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karena berkenaan dengan lembaga mana yang dapat memeriksa dan
mengadili, seperti R.Scesilo (1982:83) yang menggunakan istilah
kekuasaan untuk kompetensi pengadilan dan Yahya Harahap (2002:91)
yang menggunakan istilah kewenangan untuk kompetensi mengadili.

Kompetensi dari suatu pengadilan adalah kewenangan untuk
memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang berkaitan dengan
jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. {Zairin Harahap,2007:27)

Pada dasarnya, kempetensi dalam kekuasaan mengadili terdiri atas
dua jenis yaitu:

1. Kompetensi mutiak {Absolule Compelenfie, Aliributle van
Rechtmachf) adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa,
mengadii dan memutus suatu perkara baik antara lingkungan
peradilan yang sama (mis. antara pengadilan negeri dengan
pengadilan tinggi) maupun antara lingkungan peradilan yang
berbeda (antara lingkungan peradilan umum dengan peradilan
agama). Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diatur
bahwa lingkungan peradilan di Indonesia terdiri atas empat jenis
yaitu:

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peraditan TUN
3. Lingkungan Peradilan Agama
4

. Lingkungan Peradilan Militer (Pasal 10 ayat 2 UU No.4
Tahun 2004)
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2. Kompetensi relatif (Relalieve Competentie Altrnbufe) adalah
kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus
suatu perkara antara pengadilan yang sejenis. Misalnya antara
Pengadilan Megeri Maros dengan Pengadilan Megeri Makassar
(Zairin Harahap, 2007:29)

3. Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dar bahasa latin
corruplfio atau cowruptus. Selanjutnya disebutkan babhwa corruplio itu
berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua.
Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Ercpa seperfi Inggris,
yaitu corruplion, corrupl, Prancis yaitu comuption, dan Belanda corruplie
(korruptie). Kita dapat memberanikan dii bahwa dari bahasa belanda
inflah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi®. (A Hamzah,
2006:4)

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian,
kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (A.Hamzah,
2006:5)

Menurut Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, korupsi
artinya melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara

{Soesilo Prayogeo, 2007:39)



Dalam perbendaharaan kata Kamus Besar Bahasa Indonesai
(2007:354) dicantumkan artl korupsi berupa penyelewengan atau
penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain,
dan asal pembentukan katanya yaitu korup diartikan dengan buruk, rusak,
busuk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya,
atau dapat disogok. Nampaknya, dalam konteks gramatikal cakupan
makna korupsi lebih sempit dan leblh sesual rumusan tindak pidana yang
tercantum dalam KUHP.

Menurut Aswanto (2007:3) dalam kuliah umum Hukum Pidana

Korupsi mengemukakan:

“secara semantik tindak pidana korupsi terdiri atas kata tindak
pidanaldelik dengan kata korupsi. Tindak pidanafdelik adalah
perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan
yang disertai dengan ancaman pidana terhadap siapa yang
melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, sehingga apabila dua
kata tersebut digabung yaitu tindak pidana/delik dengan korupsi =
menjadi tindak pidana korupsi dapat diartikan sbb; Tindak pidana
korupsi adalah rumusan-rumusan tentang segala perbutan yang
dilarang/diperintahkan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1971,
yang kemudian disempumakan dengan Undang-Undang MNo.31
Tahun 1999 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Mo, 20
Tahun 2001 Tentang Korupsi, dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24. (dari Pasal 2
tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi uu no.7 thn 2008)."

Dalam buku saku Memahami Untuk Membasmi yang dikeluarkan
oleh KPK (2006:3-4) dinyatakan ada tiga puluh jenis tindak pidana.
Ketigapuluh benfukfjenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya
adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2;

2. Pasal 3;
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a;



Pasal 5 ayat (1) huruf b;
Pasal 5 ayat (2);

Pasal & ayat (1) huruf a;
Pasal 6 ayat (1) huruf b;
Pasal 6 ayat (2);

Pasal 7 ayat (1) huruf a;
1EI Pasal ¥ ayat (1) huruf b;
11.Pasal 7 ayat (1) huruf ¢;
12.Pasal 7 ayat (1) huruf d;
13.Pasal 7 ayat (2);
14.Pasal 8;

15. Pasal 9;

16. Pasal 10 huruf a;
17.Pasal 10 huruf b;

18. Pasal 10 huruf c;
18.Pasal 11,

20. Pasal 12 huruf a;
21.Pasal 12 huruf b;
22.Pasal 12 huruf c;

23, Pasgal 12 huruf d;

24. Pasal 12 huruf e;

25. Pasal 12 huruf f;
26.Pasal 12 huruf g;
27.Pasal 12 huruf h;

28 Pasal 12 huruf i;

249 Pasal 12B Jo. Pasal 12C; dan
30.Pasal 13

D m~mm b

Ketigapuluh bentukfenis tindak pidana korupsi tersebut pada
dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan Pasal 3

2. Suap-menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 5 ayat (2},
Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal
12 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan Pasal 13.

3. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, Pasal 8, Pasal 10 huruf a,
huruf b, huruf ¢

4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g.
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5. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat {1) hurdf a, huruf b, huruf ¢, huruf
d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h
§. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i

7. Gratifikasi: Pasal 12B jo. Pasai 12C (KPK, 2006:4-5)
B. Kewenangan Peradilan Umum dalam kekuasaan kehakiman

1. wewenang absolut Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan
dibawahnya

Sebagaimana yang telah dielaskan di atas bahwa
kompetensifkewenangan absolut menyangkut kewenangan pengadilan
untuk memerksa, mengadili dan memutus suatu perkara baik antara
lingkungan peradilan yang sama (mis. antara pengadilan negeri dengan
pengadilan tinggl) maupun antara lingkungan peradilan yang berbeda
{antara lingkungan peradilan umum dengan peradilan agama). Dasar
penentuan kompetensi dalam kompetensi absolut berpatokan kepada
pembatasan yurisdiksi lingkungan-lingkungan peradilan berdasarkan
kewenangannya masing-masing. Setiap badan peradilan telah ditentukan
sendirl batas kewenangan mengadili yang dimilikinya oleh undang-
undang.

Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-
Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman telah jelas dicantumkan bahwa
lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdii atas empat jenis

yaitu:
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1. Lingkungan Peradilan Umum

Lingkungan Peradilan TUN

@M

Lingkungan Peradilan Agama
4, Lingkungan Peradilan Militer
Adapun kewenangan/kompetensi masing-masing lingkungan

peradilan adalah sebagai berikut:

1) Lingkungan Peradian Umum
Sebagaimana yang diatur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.2
Tahun 1986 jo Undang-Undang Mo.8 Tahun 2004 yang mengatur bahwa:
“Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh
1. Pengadilan Negeri,
2. Pengadilan Tinggi.”
Maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Neo. 2 Tahun 18886 jo
UU No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, pengadilan negeri
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan:
i. segala perkara pidana, kecuali perkara pidana yang masuk dalam
lingkungan Peradilan Militer
2. dan perkara perdata kecuali perkara perdata yang masuk dalam
lingkungan Peradilan Agama. (Ahmad Mujahidin, 2006:83)
Sedangkan pengadilan tinggi, berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52
UU No.2 Tahun 1986 jo UU No.8 Tahun 2004 berwenang:

1. mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
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2. mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.
3. dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
4. tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
Selain ifu, terdapat pengadilan khusus dalam lingkungan
pengadilan negerl yang memiliki kewenangan mengadili yang bersifat
khusus pula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadilan
khusus di pengadilan negeri, antara lain Pengadilan Niaga (UU Neo.37
Tahun 2004) yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan
pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
dan bidang pemiagaan yang lain, Pengadilan Korupsi (UU No.30 Tahun
2002) yang berwenang mengadili ftindak pidana korupsi yang
penuntutannya diajukan oleh KPK (Pasal 53 UU KPK), Pengadilan HAM
berwenang mengadili perkara pelanggaran HAM berat (Pasal 4 UU No.26
Tahun 2000), Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili di
tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan
terakhir mengenal porselisinan kepentingan, di tingkat pertama mengenai
perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan di tingkat pertama dan
terakhir mengenai perselisinan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam
satu perusahaan (Pasal 55 UU No.2 Tahun 2004), Tidak ada suatu
ketentuan berapa banyak PN harus dibentuk dan dimana saja, Namun,
pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan dengan
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sendirinya daerah hukumnya meliputi wilayah kabupatenfkota itu.
Sementara pengadilan tinggl berkedudukan di ibukota provinsi, dan
daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi itu (Pasal 4 UU No.8 Tahun

2004). (Luhut Pangaribuan, 2006:147)

2) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN)

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan TUN
untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok
sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa TUN adalah Keputusan
TUM sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5
Tahun 19886 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004,

Kompetensi absolut Peradilan TUN adalah sengketa TUN yang
timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata
dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di
daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan fata usaha negara,
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1586 jo UU No.
8 Tahun 2004).

Obyek sengketa TUN adalah keputusan TUN sesuai Pasal 1 angka
9 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UL No. @ Tahun 2004, Namun, tidak
samua keputusan TUN yang dapat disengketakan. Dalam Pasal 2 UU
Ne.5 Tahun 1986 ditentukan yang tidak termasuk pengertian keputusan
TUN adalah:
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oleh:

a) Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan
hukum perdata.

b) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan
yang bersifat umum

c) Keputusan tata usaha negara yang masih memerukan
persatujuan.

d) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-
undangan lain yang bersifat hukum pidana.

e) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

f) Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara
Masional Indonesia.

g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di
daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Selain itu, dalam Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1988 diatur:

"Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memuius dan

menyelesaikan sengketa fata usaha negara tertentu dalam hal

keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan :

1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam
atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan TUN dilaksanakan

~ Pengadilan Tata Usaha MNegara berkedudukan di ibukota

Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya melipui wilayah

Kabupaten/Kota.
— Pengadilan Tinggi Tata Usaha MNegara berkedudukan di ibukota

Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. (Pasal 5

ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 jo Pasal 6 UU No.8 Tahun 2004)



3} Lingkungan Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang MNomeor 7 tahun 1589 jo
Pasal 4 Undang-Undang No.3 Tahun 2008, lingkungan Peradilan Agama
dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan
daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

2. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengaturan tentang kewenangan ini sebelumnya diatur dalam
Pasal 40 UU Mo, 7 Tahun 1988 dimana disebutkan bahwa pengadilan
agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara crang-orang
yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan;

2. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum
lslam:;

3. wakaf dan shadagah.

Dari pasal tersebut dengan jelas kita ketahui bahwasanya
Pengadilan Agama hanya mempunyai kewenangan mengadili di tiga
bidang saja. Apabila kita lihat pada UU No.3 Tahun 2006 ternyata
kewenangan pengadilan agama di perluas menjadi sembilan bidang

dimana disebutkan pengadilan agama bertugas dan berwenang
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memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama lslam di bidang:

a) perkawinan;

b) waris:

c) wasiat

d) hibah;

e) wakaf;

f) zakat;

g) infag,

h) shadagah; dan

i) ekonomi syari'ah. (Pasal 43 UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.7 Tahun
1664)

Kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk
memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam
menyelesaikan perkara tertentu itu. Hal ini sesuai dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat
muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah.
Penyelesaian sengketa mengenai ekonomi syariah tidak hanya dibatasi di
bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah
lainnya kemudian yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang
beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan
sendiinya menundukkan difi dengan sukarela kepada hukum Islam

mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.
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4} Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan
kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata dengan tugas
dan wewenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada
waktu melakukan tindak pidana adalah:

a) Prajurit;

b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit:

¢} Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang
dipersamakan atau dianggap sebagal Prajurit berdasarkan undang-
undang;

d) Sesecrang yang tidak masuk golongan di atas tetapi atas
keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus
dladili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana
yang bersangkutan atas permintaan dan pihak yang dirugikan sebagai
akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar
dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu
putusan. (Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997)

Lingkungan Peradilan Militer mempunyal corak yang berbeda

meskipun tetap berpuncak pada Mahkamah Agung.
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Adapun peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan
wewenangnya masing-masing menurut UU no.31 tahun 1937 terdin dari:
1. Pengadilan Militer sebagai peradilan tingkat pertama bagi terdakwa

berpangkal atau yang disamakan dengan kapten ke bawah.
2. Pengadilan Militer Tinggi, sebagai:
1) Peradilan Tingkat Pertama bagi terdakwa yang berpangkat mayor
atau yang disamakan dengan mayor ke atas
2) Peradilan Tingkat Pertama bagi sengketa Tata Usaha Militer
3} Peradilan Banding terhadap putusan Pengadilan Militer
3. Pengadilan Militer Utama
1. Peradilan Tingkat Banding sengketa Tata Usaha Militer yang telah
diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi
2. Memutus tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang
mengadili antara:

1) Pengadilan Militer dalam daerah Pengadilan Militer Tinggi yang

berainan

2) Pengadilan Militer Tinggi

3) Pengadilan Tinggi Militer dengan Pengadilan Militer

5 Memutus perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara
dengan oditur mengenai diajukan atau tidak suatu perkara
dihadapan Peradilan Militer atau Peradilan Umum

4. Pengaditan Militer Pertempuran berwenang memeriksa dan memutus
pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh
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mereka sebagaimana dimakswed dalam Pasal 9 angka 1 di daerah
pertempuran.({Pasal 40 - Pasal 45 UU No.31 Tahun 19497)

Tempat kedudukan Peradilan Militer utama berada di ibu kota
negara Republik Indonesia, sedangkan nama, kedudukan, dan daerah
hukum peradilan lainnya ditetapkan dengan keputusan panglima, dan
apabila perlu Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang
di luar daerah hukumnya atas izin kepala panglima militer utama.
Sedangkan Peradilan Tertinggi Peradilan Militer dalam tingkat kasasi
adalah berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Pasal 14

ayat (1) UU No.31 Tahun 1897)

5) Mahkamah Agung

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004
dinyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara
tertinggl dari keempat lingkungan peradilan yang ada. Hal ini berarti
Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang memiliki ingkatan
teratas sehingga jika putusan pada tingakatan ini ingin diajukan keberatan
berupa PK maka keberatan tersebut tidak lagi naik ketingkatan di atasnya
(seperti banding yang diajukan di pengadilan tinggi karena keberatan atas
putusan pengadilan negeri) melainkan dalam lingkungan Mahkamah
Agung itu sendir.

Menurut Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 jo uu

Mo.14 Tahun 1985, wewenang MA adalah:;




1. mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang.

2. menyatakan fidak sah peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang atas alasan berentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 24A UUD 1945 jo. Pasal 11 ayat (2) UU No.4 Tahun

2004 menyatakan bahwa wewenang MA adalah;

1) mengadili pada tingkat kasasl terhadap putusan yang diberikan pada
tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung;

2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang; dan

3) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Namun, dalam Pasal 45A ayat (1) UU No.5 Tahun 2004 jo. UU

Ma.14 Tahun 1985 terdapat pembatasan perkara yang dapat diadili pada

tingkat kasasi yaitu hanya perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan

kasasi dan bukan perkara yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU No.5

Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985 yaity

1. putusan tentang praperadilan

2. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun danfatau diancam pidana denda;
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3. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan

pejabat daerah yang jangkauan keputusannya bedaku di wilayah

daerah yang bersanghkutan.

Kemudian, dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 32 ayat (1) sampai

ayat (4) U No.5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1585 menyatakan:

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggl terhadap
penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan
dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

2. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para
Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan
tugasnya.

3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan
tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari
semua Lingkungan Peradilan.

4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau

peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua
Lingkungan Peradilan.

2 Dasar menentukan kewenangan relatif dalam lingkungan
Peradilan Umum

Kalau kompetensi absolut didasarkan atas yurisdiksi mengadili

maka komptensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan

mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan

peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah

hukumnya.

Pada dasarnya dalam UU No.8 Tahun 2004 jo UU No.2 Tahun
1086 telah ditentukan bahwa pengadilan negen berwenang dalam daerah
hukumnya yang meliputi wilayah kotakabupaten di mana pengadilan

negeri  tersebut bertempat. Begitupun dengan pengadilan tinggi,
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berwenang mengadili perkara dalam daerah hukumnya yang n‘reili:luﬁI
wilayah provinsi. Mamun, berbeda dengan kompetensi absolut dari
masing-masing lingkungan peradilan, kompetensi relatif dalam lingkungan
peradilan umum sering menimbulkan pertentangan dalam concreto-nya
tentang pengadilan mana yang berwenang antara pengadilan yang satu
dengan pengadilan yang lain, terutama antara Pengadilan Negeri.

Tentang pedoman menentukan kewenangan mengadill merujuk
kepada pasal-pasal yang diatur dalam bab X KUHAP karena dalam UU
Peradilan Umum tidak ditentukan pengaturannya. Pada bab X diatur
pedoman menentukan kewenangan mengadili secara relatif, baik bagi
pengadilan neger maupun bagi pengadilan tinggi. Untuk pengadilan
negeri diatur pada bagian Il dan untuk pengadilan tinggi pada bagian

Bagian .

1. Menentukan kewenangan mengadili bagi Pengadilan Negeri

Seperti yang sudah dikatakan, landasan pedoman menentukan
kewenangan mengadill bagi setiap Pengadilan Megeri ditinjau dari segi
komptensi relatif, diatur dalam bagian kedua, bab X, yang terdiri dari Pasal
84, 85, dan 86 KUHAP.

Bertitlk tolak dari ketentuan yang dirumuskan dalam ketiga pasal
tersebut, ada beberapa kriteria yang biasa dipergunakan pengadilan
negen sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangan mengadili perkara

yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Kriteria tersebut adalah:




1) Tempat dilakukannya tindak pidana (focus delficti)

Inilah asas atau kriteria yang pertama dan utama. Pengadilan
neger berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan
dalam daerah hukumnya. hal ini ditegaskan dalam Pasal B4 ayat (1)

Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai
tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Asas atau
kriteria yang dipergunakan pada Pasal B4 ayat (1) ini ialah "tempat
tindak pidana dilakukan® atau locus deficti.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal B4 ayat (1) KUHAP, diatur prinsip
menentukan kewenangan relatif bagl pengadilan negeri. Di tempat
mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum pengadilan negeri
mana dilakukan tindak pidana, maka pengadilan negeri tersebutiah
yang berwenang.

Pengadilan negeri meneliti dengan seksama apakah tindak pidana
ity terjadi di wilayah hukumnya. Jika sudah nyata terjadi di lingkungan
wilayah hukumnya, dia yang bewenang memeriksa dan mengadilinya.
Seballknya apabila hasil penelitian ternyata perbuatan tindak pidana
dilakukan di luar wilayah hukumnya, tidak berwenang untuk memeriksa
dan mengadilinya, maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan
negeri yang dianggapnya berwenang dengan jalan mengeluarkan

surat penetapan. Surat penetapan itu menjelaskan alasan bahwa yang




berwenang mengadilinya ialah pengadilan negeri lain karena tindak
pidana dilakukan di daerah hukumnya.

Akan tetapi ditinjau dari segi pelaksanaannya, masalah locus delicti
sedikit banyak telah menimbulkan perscalan dalam concrefo,
disebabkan kekaburan tempat terjadinya suatu tindak pidana pada
kasus tertentu. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan
penentuan focus delicli maka dalam ajaran hukum pidana digunakan
teori-teori tentang locus delicti dalam menentukan kewenangan relatif
pengadilan negeri. Yaitu
1) Teori perbuatan materiil

Menurut teori perbuatan materiil (leer van delicha melijkedaad
atau teori corporeal action) yang menjadi patokan menentukan
locus delicti ditentukan oleh dua unsur:
|, Tempat di daerah hukum mana "perbuatan” pidana dilakukan,

il Serta akibat yang timbul terjadi pada daerah hukum yang sama

(M.Yahya Harahap,2002:93)

Menurut teori ini, perbuatan dan akibat yang timbul, terjadi di
dalam suatu wilayah hukum pengadilan negeri. Jika perbuatan dan
akibat yang timbul tidak terpecah dalam dua tempat yang berlainan,
maka menurut teor ini pengadilan negeri tersebut berwenang untuk
memerksa dan mengadilinya, Contoh dari aliran yang pertama,
adalah amest H. R. di Nederland tahun 1889 tentang Penipuan

(Moeljatno, 1993:79)




2) Teor instrument (leer van het instrument)

Menurut teori ini, patokan menentukan locus delicti ditentukan
oleh:
|. Alatyang dipergunakan, dan
Il. Dengan alat itu tindak pidana diselesaikan dari suatu tempat.

(M.Yahya Harahap, 2002:93)

Disini, tempat perbuatan dan penyelesaian tindak pidana
terletak pada tempat yang berainan. Dan pada hakikatnya
penyelesaian perbuatan sudah dianggap sempurna di tempat dan
dimana alat itu dipergunakan.

Teor instrumen relevan digunakan sepanjang menyanghut
tindak pidana yang dilakukan antardua negara, dan letak urgensi
teori ini untuk menentukan focus delictl antara dua negara yang
bertetangga. Sedangkan dalam lingkungan satu negara, tidak
begitu menjadi masalah karena hanya menyangkut kompetensi
relatif antardua pengadilan negeri saja (M.Yahya Harahap,
2002:93)

Sejalan dengan pendapat di atas, Hazewingkel Suringa (Abu
Ayyub, 2007:1), menuturkan bahwa teori ini paling diterapkan pada
delik pers dengan contoh secrang pengarang membuat tulisan di
luar negeri dan mempergunakan percetakan di Indonesia untuk

dipublikasikan. Percetakan di Indonesia adalah alat yang
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3)

4)

dipergunakan untuk mengadakan delik hasutan atau penghinaan
terhadap pemerintah Indonesia di luar negen.

Dalam HIR. teori tentang tempat di mana terdakwa berbuat (leer
der lichamelijk daad) diperluas maknanya dengan tempat di mana
alat yang dipakai oleh terdakwa melakukan tindak pidana itu
bekera (leer van het instrument). Terhadap teori Leer van het
instrument Ini diatur dalam H.R. 1915 tentang penyelundupan kuda
dari Nederland ke Jerman pada waktu perang dunia ke-1. Aliran
pertama Ini antara lain dianut oleh Pompe dan Langemeyer.
(Moeljatno, 1953:80)

Teor akibat atau effect principle

Menurut Yahya Harahap, teori akibat (leer van het gevolg)
merupakan penyempurnaan terhadap teorl instrument, sebab tidak
seilamanya tindak pidana dilakukan dengan alat Adakalanya
perbuatan dilakukan pada suatu tempat tanpa mempergunakan
alat, tapi akibat perbuatan tersebut terjadi di tempat lain.

Patokan untuk menentukan Jocus delicti adalah ditentukan oleh
akibat perbuatan tindak pidana. Bukan ditentukan oleh tempat
perbuatan dilakukan. Di tempat mana suatu perbuatan
menimbulkan akibat maka disitulah locus deilict-nya.

Ajaran lebih dari satu tempat (leer van de meervoudig plaats)
Teori terakhir ini dikemukakan cleh Leden Marpaung, P.AF.

Lamintang dan Djisman Samosir, Moeljaino, E.Y kanter dan
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S.R.Sianturi. Menurut teori ini yang dipandang sebagai tempat
terjadinya perbuatan yang dapat dihukum adalah semua tempat di
mana perbuatan telah dilakukan, semua tempat di mana akibat
perbuatan itu telah timbul dan semua tempat di mana alat yang
dipergunakan telah menimbulkan akibat.

Karena locus delicti-nya lebih dan satu maka, penentuan locus.
delicti dapat dipilih antara tempat di mana perbuatan terdakwa
dimulai hingga perbuatan selesai dengan timbulnya akibat Yang

menganut ajaran ini antara lain adalah Simons. Kata beliau:

"Strafbaar feit terdid dari kelakuan dan akibat (handeling en
gevolg). Tidak ada alasan satupun yang terprioritaskan
sehingga salah satu dar kedua hal ini dipandang sebagai locus
deficti, Hanya apabila hal itu ditentukan oleh wet, maka salah
satunya baru dapat dipandang sebagai Jocus delict”. Juga
demikian pendapat v. Hamel, Jonkers dan v. Bemmelen
{Moeljatno, 1993:80-81)

Demikian teori maupun yurisprudensi yang timbul sehubungan
dengan masalah menentukan Jocus delict. Apabila Pasal 84 ayat (1)
KUHAP tidak dibantu dengan teori dan yurisprudensi, kemungkinan
besar asas locus deficti menemui kesulitan dalam penerapan.
Terutama mengenal  kasus-kasus pifﬂana yang perbuatan dan
akibatnya tidak terjadi dalam suatu lingkungan daesrah hukum

pengadilan negerl, Pasal 84 ayat (1) tidak dapat memecahkannya.
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2) Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi
yang dipanggil

Asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasar tempat

tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil

“sebagian besar" bertempat tinggal atau dekat dengan suatu

pengadilan negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan

mengadili. Asas ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAF dan
sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas locus delicli yang
diatur Pasal 84 ayat (1) KUHAP.

Penerapan asas tempat kediaman, dapat terjadi dalam hal-hal
sebagai berikut:

1) Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan
negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil
bertempat tinggal.

Agar asas ini dapat diterapkan, terdapat dua syarat yang harus
dipenuhi :
{ Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri
yang bersangkutan
2. Sebagian besar saksi yang hendak dipanggil, bertempat tinggal
di daerah hukum pengadilan negeri tersebut. (M.Yahya
Harahap, 2002:94)
Dengan dipanuhinya kedua syarat tersebut, kewenangan relatif

mengadili terdakwa atau memerksa perkara, beralih dari

a4




2)

3)

pengadilan negeri tempat di mana peristiwa pidana terjadi ke
pengadilan negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal.
Tempat kediaman terakhir terdakwa

Pengecualian lain terhadap locus delicti ialah "tempat kediaman
terakhir’ terdakwa dengan syarat:
|. Terdakwa berkediaman ferakhir di daerah hukum suatu

pengadilan negen
Il. Sebagian besar saksi yang hendak diapnggil bertempat tinggal

di daerah hukum pengadilan negerl terssbut. (M.Yahya

Harahap, 2002:95)

Jadi, apabila terdakwa melakukan tindak pidana di suatu daerah
hukum pengadilan negeri, akan tetapi temyata terdakwa
berkediaman terakhir di daerah hukum pengadilan negeri yang lain.
Demikian pula saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar
bertempat tinggal atau “lebih dekat” dengan daerah hukum
pengadilan negeri tempat kediaman terakhir terdakwa, maka asas
locus delicti dapat dikesampingkan, dan yang berwenang mengadili
adalah pengadilan negeri tempat kediaman terakhir terdakwa,

Di tempat terdakwa ditermukan

Di samping itu, tempat terdakwa diketemukan dapat dijadikan

asas menentukan kewenangan relalif pengadilan negen dengan

jalan menyampingkan focus delficti, dengan syarat

as




|. Terdakwa diketemukan di suatu daerah hukum pengadilan
negen
Il. Saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat
tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat di
mana terdakwa diketemukan. (M.Yahya Harahap, 2002:95)
4) Di tempat terdakwa ditahan
Alasan lain vyang dapat dijadikan dasar hukum
mengesampingkan prinsip locus defict ialah:;
|. Tempat penahanan terdakwa
Il. Saksi-saksi yang hendak dipenksa kebanyakan bertempat
tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat di
mana terdakwa ditahan. (M.Yahya Harahap, 2002:96)
Keseluruhan pengesampingan asas locus delicli berdasarkan
tempat tinggal, tempat kediaman terakhir, tempat diketemukan atau
tempat terdakwa ditahan hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa
saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau
lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat dimana terdakwa
bertempat tinggal, berkediaman terakhir, tempat diketemukan atau

tempat ditahan.




3) Kewenangan relafif sehubungan dengan beberapa tindak pidana
dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri
Masalah tersebut diatur dalam Fasal 84 ayat (3) dan ayat (4)

KUHAP. Ada dua kemungkinan yang fimbul terhadap pengaturan

pasal tersebut dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili sesual
dengan asas focus deficti apabila di dalam tindak-tindak pidana
tersebut tidak terdapat unsur “berlanjut” atau unsur “perbarengan”

Apabila terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam
daerah hukum berbagai pengadilan negen, dan dalam setiap tindak
pidana tidak terdapat unsur “berlanjut” (voorgezette Handeling) atau
unsur fex spesialis dengan Jlex generalis maupun unsur
*perbarengan” {concursus) maka sefiap pengadilan negen sama-
sama berwenang mengadili terdakwa sesuai dengan asas locus
delicti. Jadi, kalau sifat tindak pidana yang dilakukan terdakwa
benar-benar berdiri sendiri terpisah dari tindak pidana lain, cara
mengadilinya pun mesti dilakukan secara terpisah pula oleh
masing-masing pengadilan neger yang bersangkutan. Hukum
acara memberikan kewenangan bagi sebap pengadilan negeri
tempat di mana masing-masing tindak pidana dilakukan oleh
terdakwa.

Jadi, cara penerapan kewenangan relatif yang tersebut di atas

dapat diterapkan apabila benr-benar setiap tindak pidana itu murni

ar




berdiri sendiri, Antara findak pidana yang satu dengan yang lain
terpisah dan berdifl sendir, tidak terdapat unsur berlanjut, lex
spesialis, concursus idealis, maupun concursus realis. (M.Yahya
Harahap, 2002:98)
. Salah satu pengadilan negeri berwenang memeriksanya dengan
menggabungkan semua perkara
Penggabungan perkara-perkara menurut Pasal B84 ayat (4)
KUHAP, apabila dalam beberapa perkara pidana yang terjadi
dalam berbagal daerah hukum pengadilan, antara yang satu
dengan yang lain terdapat “sangkut-paut” maka
1. Masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadilinya
sesuai dengan asas locus delichi
2 Dibuka kemungkinan menggabungkan perkara-perkara itu,
sehingga semua diperoleh dan diadili oleh satu pengadilan
negeri
Terdapat kekurangjelasan dalam rumusan Pasal 84 ayat (4)
KUHAP. Kekurangjelasan tersebut berkenaar:
« Bentuk atau sifat sangkut-paut yang bagaimana yang dimaksud
pembuat undang-undang, yang dapat membuka kemungkinan
untuk menggabungkan perkara-perkara kepada satu pengadilan

neger

38




Masalah kedua: bagaimana cara menentukan atau menunjuk
pengadilan negeri yang akan menerima pemeriksaan
penggabungan perkara. (M.Yahya Harahap, 2002:98-39)

Adapun pemecahan permasalahan tersebut diatas, menurut

beliau yaitu:

™

Ketentuan Pasal B4 ayat (4) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 64
KUHP (voorgezeife handeling) dan Pasal 65 KUHP (concursus
yang ancaman hukuman pokoknya sejenis). Ditinjau dari segi
teori dan praktek, unsur perbuatan berlanjut dan concursus
realis yang ancaman hukuman pokoknya sejenisiah yang paling
mungkin terjadi dilakukan dalam berbagai daerah hukum
pengadilan negeri. Sedang concursus idealls yang diatur dalam
Pasal 63 ayat (1) KUHP maupun perbarengan antara fex
spesialis dengall lex generslis yang diatur Pasal 63 ayat (2)
KUHP, ditinjau dari segi teori dan concrefo kecl sekall
kemungkinan terjadi dilakukan terdakwa dalam berbagai daerah
hukum pengadilan negeri. Memang benar concursus realis yang
apcaman hukuman pokoknya sejenis sering ditemukan dalam
tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam berbagai daerah
hukum  pengadilan negeri, Namun kemestian untuk
menggabungkan tidak bersifat mutlak, tetapi lebih bersifat

fakultatif,




» Penitikberatan penggunaan asas dalam Pasal 84 ayat (2)
KUHAP. Akan tetapi pemakaian asas ini dititikberatkan pada
segi pemanggilan saksi yang hendak didengar dalam
persidangan. Sedang faktor tempat tinggal dan tempat
penahanan, dikesampingkan oleh faktor pemanggilan saksi
Dengan demikian dapat dikemukakan rumusan kaidah hukum
dalam menentukan pengadilan negeri mana yang paling
berwenang mengadili pcnggabungan perkara sebagal berikut:
pengadilan negeri yang paling berwenang mengadili
penggabungan perkara yang terjadi dalam berbagai daerah
hukum pengadilan neger ialah:

1, Di tempat daerah hukum pengadilan neger mana sebagian
besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal, dan
2 Terdakwa diketemukan atau ditahan di daerah hukum
pengadilan negen tersebut, atau
3. Terdakwa bertempat tinggal atau bertempat kediaman
terakhir di daerah hukum pengadilan negeri tersebut
(M.Yahya Harahap, 2002:99-101)
4) Wewenang mengadili berdasarkan penetapan atau penunjukan
Menteri Kehakiman

Disamping cara penentuan kewenangan mengadili yang diatur

pada Pasal 84, Pasal B5 mengatur kewenangan mengadill berdasar

*syrat penetapan” atas “surat penunjukkan” Menteri Kehakiman,
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3)

Kewenangan mengadili berdasar surat penetapan atau penunjukan
dilakukan jika keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan
neger untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua
pengadilan negeri atau kepala® kejaksaan negeri yang bersangkutan,
Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk
menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain.

Apa yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan
dijawab oleh penjelasan pasal tersebut yang mengatakan °...antara
lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam,”

Wewenang mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan
undang-undang

Khusus bagi Pengadilan Megeri Jakarta Pusal, undang-undang
sendiri memberi wewenang kepadanya untuk mengadili tindak pidana
“vang dilakukan di luar negeri®, perkaranya dapat diadili menurut
hukum Republik Indonesia.

Jadi bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di samping wewenang
mengadili yang diatur berdasar atas Pasal 84, juga mempunyai
wewenang kKhusus berdasar undang-undang untuk mengadili setiap
tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, sepanjang perbuatan
tersebut dapat diadil menurut hukum negeri Republik indonesia.

(Pasal 86 KUHAF)
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2. Menentukan kewenangan mengadili bagi pangadilan tinggi

Dalam KUHAP, cara menentukan kewenangan mengadili bagi
pengadilan tinggl hanya diatur dalam satu pasal saja yakni Pasal 87.
Berdasarkan pasal tersebut, cara menentukan kewenangan mengadili
pengadilan tingai adalah:

1) Berwenang mengadili setiap perkara yang diputus oleh pengadilan
negeri yang berada dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang
barsangkutan

2) Namun, hanya berwenang sapanjang apabila putusan pengadilan
negeri itu diminta pemeriksaan banding baik oleh terdakwa atau
penuntut umum. (M.Yahya Harahap, 2002:103)

Dalam Undang-undang Peradilan Umum, pengadilan tinggi
diberikan kewenangan yang lebih luas dibandingkan kewenangannya
dalam KUHAP yaitu
1. Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana

dan perkara perdata di tingkat banding.

2. Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar

pengadilan neger di daerah hukummnya.
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C. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam sidang
Pengadilan Negeri

Dalam Pasal 26 UU no.20 tahun 2001 jo UU no.31 tahun 19939
dinyatakan bahwa Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum
acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
ini. Begitupun juga dalam KUHAP, walaupun tidak ada satupun pasal
yang mencantumkan bahwa KUHAP beriaku juga terhadap undang-
undang lain kecuali undang-undang yang bersangkutan menyimpangn.
(A_Hamzah,2005:2). Namun, dalam penerapannya, KUHAP tetap
diberlakukan terhadap undang-undang lain, kecuali dalam undang-undang
tersebut ditentukan lain dari KUHAP maka undang-undang tersebutiah
yang diberlakukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 UU Mo.31 Tahun
1999 yaitu: "Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum

acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang

ini.”
Asas pemberlakuan hukum khusus didahulukan berlakunya

dibandingkan hukum umum dikenal dengan istilah lex specialis derogat

lege generalis.




1. Penyimpangan Hukum Acara Pidana Khusus terhadap Hukum
Acara Pidana Umum dalam Tindak Pidana korupsi
Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan khusus dalam undang-
undang ftipikor yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan-
ketentuan KUHAP. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut adalah:

1. Penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan selain oleh Jaksa, yaitu
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Pasal 6 poin C, Pasal 8
dan Pasal 9 UU No.30 Tahun 2002 jo Pasal 43 UU No.31 Tahun 1898)

2. Dianutnya peradilan in Absentia yaitu pemeriksaan perkara tanpa
hadirnya terdakwa. Hal ini diatur Pasal 38 ayat (1) UU No.20 Tahun
2001 jo. UU No.31 Tahun 1989 yang mengatur bahwa jika terdakwa
telah dipanggil secara sah sebanyak 2 kali dan tidak hadir
dipersidangan, maka sidang dapat dilanjutkan dan hakim juga dapat
menjatuhkan putusan

4 Dianut sistem pembuktian terbalik yaitu pembuktian yang dibebankan
kepada terdakwa untuk membuktikan kalau apa yang didakwakan
penuntut umum, tidak terbukti. Dalam Pasal 37 dan Pasal 36B ayat (1)
dan ayat (2) UU Mo.20 Tahun 2001 jo UU MNo31 Tahun 1988

disebutkan bahwa terdakwa diberikan hak bahkan diwajibkan untuk

membuktikan kalau ia tidak bersalah (untuk tindak pidana korupsi yang

diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,

dan Pasal 16 UU no. 31 Tahun 1999)




4. Adanya gugatan perdata terhadap tersangkafterdakwa tindak pidana
korupsi atas dasar adanya kerugian negara secara nyata (Pasal 32,
33, 34, UU No.31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No.20 Tahun 2001)

5. Penggunaan alat bukti yang lebih luas yaitu alat bukti yang diatur
dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 188 ayat 2 KUHAP dan alat bukt
yang diatur dalam Pasal 264 UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31
Tahun 1889 yaitu:

1. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim,
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau
yang serupa dengan itu; dan )

2. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat
dilinat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di
atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang
terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang
memiliki makna.

6. Adanya perampasan harta benda milik terdakwa berdasarkan putusan
hakim yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi baik
didasarkan atas bukti yang kuat (Pasal 38 ayat (5) UU No.31 Tahun
1999) maupun atas ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan
bahwa harta yang diperolnya bukan dari hasil tindak pidana

korupsi.(Pasal 388 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999)

7 adanya pidana tambahan selain dari pidana pokok dan pidana
tambahan yang ditentukan dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 18
ayat (1) UU Mo.31 Tahun 1999, Menurut R.Wiyono (2005:128-129),

pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu:
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1) perampasan barang bergerak yang berwujud yang digunakan untuk
atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,
1. perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang
digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
2 perampasan barang bergerak yang tidak bergerak yang
digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
2] pembayaran uang penggantl yang jumlahnya sebanyak-banyaknya
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi
1. penutupan seluruh perusahaan untuk paling lama 1 (satu)
tahun,
2. penutupan sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu)
tahun, atau
3) pencabutan seluruh hak-hak tertentu yang telah atau dapat
diberikan oleh pemerintah kepada terpidana
1. pencabutan sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat
diberikan oleh pemerintah kepada terpidana
2. penghapusan seluruh keuntungan tertentu yang telah atau
dapat diberikan oleh pemerintah
3. penghapusan sebagian keuntungan tertentu yang telah atau
dapat diberikan oleh pemerintah

2. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di sidang pengadilan
negeri

Dalam Undang-undang Tipikor, dinyatakan “Penyelidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak
pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang beraku,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. (Pasal 26 UU No.31
1999)." Sehingga pemeriksaan di persidangan dilaksanakan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan gsidang pengadilan

yaitu:
1 Pemeriksaan perkara biasa

5 Pemeriksaan singkat




3. Pemeriksaan cepat

Undang-undang ftidak memberikan batasan tentang perkara-
perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada
pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1)
KUHAP memben batasan tentang apa yang dimaksud dengan
pemeriksaan singkat sebagai berikut: "Yang diperiksa menurut acara
pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak
termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum
pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Menurut Andi Hamzah, kata-kata “menurut penuntut umum
pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana’, yang menunjukkan
bahwa penuntut umumiah yang menentukan perkara pemeriksaan itu.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditenfukan
olah Pasal 205 ayat (1) (findak pidana ringan) sebagai berikut:

*Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan

jalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan

paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh

qbu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang
ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Yang dimakud dengan paragraf 2 dalam KUHAP ialah mengenal

pemeriksaan perkra lalu lintas jalan (Pasal 211 KUHAP).

Sehingga, yang diperiksa menurut pemeriksaaan biasa adalah

perkara-perkara yang diperiksa selain dari pemeriksaan singkat dan

pemeriksaan fingan balk yang diatur dalam KUHAP maupun yang diatur

oleh undang-undang lain (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

a7




tersebut). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi diperiksa dengan
pemeriksaan blasa.

Dimutai hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan
terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenal kesusilaan atau
terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). Ketentuan tentang
pengecualian ini dapat dibaca dibagian depan, tentang asas-asas dalam
hukum acara pidana.

Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia,
yang dimengerti oleh terrdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2) KUHAP,
Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum
{Pasal 153 ayat (1))

Yang pertama dipanggil masuk adalah terdakwa, yang walaupun =]
dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Dalam penjelasan
Pasal 154 ayat (1) yang mengatur hal ini, dikatakan bahwa yang dimaksud
dengan keadaan bebas adalah keadaan ftidak dibelenggu tanpa
mengurangi pangawalan.

Apabila terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti apakah
terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah,
maka hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintah supaya

terdakwa dipanggil untuk hadir pada har sidang berikutnya (Pasal 154

ayat (3)
Jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa

alasan yang sah, maka nakim kefua dapat memerintahkan supaya sidang
as '
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dilanjutkan walaupun tanpa kehadiran terdakwa. (peradilan in absentia
dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1983)

Jika terdakwa hadir pada sidang pertama, maka mula-mula hakim
ketua sidang menanyakan identitasnya, seperti nama, tempat lahir, umur,
atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, temat tinggal, agama, dan
pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memerhatikan segala
sesuatuy yang didengar dan dilihatnya di siding (Pasal 155 ayat (2)
KUHAP),

Sesudah pembataan dan penjelasan surat dakwaan oleh penuntut
umum, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan
keberatan tentang pengadilan ftidak berwenang memeriksa perkara
tersebut atau dakwaan tidak dapat ditefima (mief ontvankeljk verklaring
van het openbaar ministerie.) atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Undang-undang tidak menjelaskan kapan suatu dakwaan atau
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Menurut van Bemmelen, hal
ity terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut, misainya dalam delik aduan
tidak ada pengaduan atau delik itu dilakukan pada waktu dan tempat yang

undang-undang pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus.(andi

Hamzah, 2005:236-237)

Apabila terdakwa atau penasihat hukum keberatan, penuntut umum’

diberi kesempatan un
mempertimbangkan keberatan terssbut unfuk selanjutnya mengambil

41 156 ayat (1) KUHAP). Kalau keberatan tersebut diterima

fuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim

keputusan (Pas
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oleh hakim, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, dan untuk itu
penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi
melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan, (Pasal 156 ayat (2) dan (3)

KUHAP)

Ketentuan Pasal 156 ayat (4) KUHAP yang menyatakan,

*Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau
penasihat hukumnya diterima olah pengadilan tinggi, maka dalam wakiu
empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya
membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan
Megeri yang berwanang untuk memeriksa perkara itu.”

Menurut Andi Hamzah (2005:237) tidak sempumna dan tidak sesuai
dengan ketentuan ayat (1) pasal tersebut, karena keberatan terdakwa
atau penasihat hukumnya menurut ayat (1) tersebut tidak hanya mengenai
ketidakwenangan Pengadilan Negeri, tetapi juga mengenai dakwaan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaring van hef openbaar ministerie)
dan dakwaan harus dibatalkan.

Dalam dua hal yang tersebut terakhir, jika keberatan terdakwa
diterima, maka Pengadilan Tinggi mestinya menyatakan dakwaan
penuntut umum tidak dapat diterima (niet onfvankelijk verklaring van hef
openbaar ministerie) atau dakwaan dinyatkan batal, misalkan jika waktu
dan tempat seta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik
yang didakwakan tidak disebut (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

Inflah kekurangan Pasal 156 ayat (4) KUHAP tersebut. Dalam ayat

(5) pasal itu ditentukan bahwa ada kemungkinan perawanan diajukan

a-sama dengan I:IE-I'I'I'IiI!"II.ﬂan banding. Ini bararti balwa perlawanan
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yang demikian diajukan sesudah keputusan (vonis) hakim. (A.Hamzah,
2005:238)

Dalam delik umum, yang pertama kali didengar keterangan
kesaksiannya adalah korban (Pasal 160 KUHAP). Namun, dalam tindak
pidana korupsi, ftidak ditentukan siapa yang pertama kall dimintai
keterangan kesaksiannya karena yang menjadi korban dalam tindak
pidana korupsi adalah negara karena negaralah yang dirugikan. Sehingga
kemungkinan urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan
hakim ketua sidang setelah mendenganr pendapat penuntut umum,
terdakwa atau penasihat hukum. Satu hal yang perlu diperhatikan ialah
ketentuan dalam pasal itu yang mengatakan bahwa saksi, baik yang
menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum
dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa
atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya
siding atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib
mendengar keterangan saksi tersebut.

Dalam tindak pidana korupsi, saksi yang dimintakan keterangannya
dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal memberikan
kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 31 ayat (1) uu
94 Tahun 1998). Bahkan dalam UU No.30

No.20 Tahun 2001 jo UlU No.

Tahun 2002 dicantumkan salah satu kewajiban KPK adalah memberikan

perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan
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ataupun memberikan keterangan. (Pasal 15 UU No.20 Tahun 2001 jo UU
No.31 Tahun 1999)

Urutan dalam Pasal 184 KUHAP bukan merupakan urutan
kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian terietak dalam Pasal 183
KUHAP dengan asas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi).
Hakim tidak boleh menjatubkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah dan keyakinan hakim

Setelah pemeriksaan saksi-saksi, maka dilanjutkan dengan
pemeriksaan alat-alat bukti lain yaitu alat buktl yang diatur dalam Pasal
184 ayat (1) jo Pasal 188 ayat 2 KUHAP ditambah dengan alat bukt
dalam Pasal 26A UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.21 Tahun 1988,
termasuk keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang
terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri
atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri ( Pasal 189 ayat (1) KUHAP)

Kalau pemerksaan sidang dipandang sudah selesai, maka
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam pembacaan tuntutan
ini, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan perampasan harta benda
tehadap kekayaan terdakwa yang diduga merupakan hasil tindak pidana

korups.

Kemudian, terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan

belaa (pledoid) yang dapat dijawab oleh penasihat hukum,
pem nnyd

dengan ketentuan Dbahwa
glliran terakhir. Dalam pledoid ini, terdakwa dibebankan

terdakwa atau penasihat hukum selalu

mendapat
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pembukiian untuk membuktikan kalau harta yang diperolehnya seimbang
dengan penghasilannya, Jika terdakwa tidak mampu mambuktikannya,
maka hakim berwenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta
benda tersebut dirampas unfuk Megara (Pasal 38B ayat (2) UU No.20
Tahun 2001 jo UU No.371 Tahun 1988),

Pledoid bisa dijawab oleh penuntut umum disebut dengan rephk
dan bisa dijawab untuk satu kali lagi oleh terdakwa atau penasihat
hukumnya disebut Duplik

Semua hal tersebut dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan
diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak
yang bersangkutan, (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).

Setelah jtu, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan
dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekall lagi, baik atas
kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas
permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan
memberikan alasannya. (Pasal 182 ayat (2) KUHAF)
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BAB I

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliian dilakukan dengan
mengambil lokasi di Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar,
Pengadilan Tinggi Sul Selbar, dan Kejaksaan Tinggi Sulsel. Alasan
mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi
Sul Sel disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian

penuh dengan tempat penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di
lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan
sumber informasi yaitu hakim Pengadilan Neger Makassar, Hakim
Pengadilan Tinggi Sul Sel, dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sul Sel
yang menangani kasus tersebut.

2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka
haik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektonik dan

media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang

dibahas




C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan
tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai
berikut
1. Penelittan pustaka (library research)

Pengumpulan data pustaka dipercleh dari berbagai data yang
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data
yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Penelitian lapangan (field research)

Penelifian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama
melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara
pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara

(interview) langsung kepada hakim Pengadilan Negeri

wawancara

Makassar, Hakim Pengadilan Tinggi Sul Sel, dan Jaksa dari Kejaksaan

Tinggi Sul Sel yang menangani kasus tersebut.
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D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan
diolah dan dianalisis secara kualtatif dan selanjutnya data tersebut
dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data
verpal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan
keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan
pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum,
Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata
atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperaleh

kesimpulan.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Pada awalnya ada rencana dari semua anggota DPRD Kab. Luwu
periode 1899-2004 untuk meminta bantuan uang kesejahteraan bagi
pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu kepada Bupati Luwu dalam
rangka mengakhiri masa jabatan tersebut di atas, ditindaklanjuti oleh
Pimpinan DPRD Kab. Luwu untuk dibicarakan melalul rapat panitia
musyawarah DPRD Kab. Luwu, yang kemudian dibuat surat undangan
untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Kab. Luwu, yang kemudian
dibuat surat undangan yang ditujukan kepada semua anggota DPRD Kab.
Luwu, asisten |, asisten |l, asisten lll, kabag keuangan dan Kabag Hukum
Pemda Luwu untuk dapat menghadiri rapat musyawarah yang akan
dilaksanakan pada tanggal 15 April 2004, bertempat di sekretariat DFRD

Kab. Luwu dengan agenda rapat permintaan persefujuan DPRD Kab.

Luwu dan kesejahteraan anggota DPRD Kab. Luwu perode 1999-2004

yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan dan gaji ketigabelas.

Selanjutnya pada tanggal 15 April 2004 dilaksanakan rapat musyawarah

DPRD Kab. Luwu yang dihadiri oleh 21 orang anggota DPRD Kab. Luwu

periode 1998-2004, yaitu :

b. Luwu Periode 1988-2004 (alm)
gahude, Ketua I[JF'HD Ka
;' Eljr ;lriil:’;aat Nurthalib, wakil ketua DPRD Kab. Luwu

_ Amir daud
i- Nepson Darius patanduk, S.H.
-

. Drs. Dirman Arkam "




6. Rahim Ali

7. Taslim Sabbara

8. H. Abdul Latief Djabbar, BA
8. Mustaming

10.H. Baso Hidayat (sakit)

11. Muhammad Hasyim

12. Drs. Abdul Rahman, AM
13. Nursyam Mustamin, S.H. M.H.
14. Wahijo

15. Drs. Surya Dharma T. Alle
16. Amiruddin

17. Andi Ampanangi

18, Frederik Ratu

19, Sahude (alm)

20.Markus Lembang Manda
21.Drs. H. Abdullah Sulung

Kemudian dari pihak Pemerintah Daerah Luwu dihadiri cleh

. Ansar Padaka (asisten |)

. H. Sakke {Asisten Il)

. H. Syaiful Alam {T;;tﬁn Ilnll? :|

. M. Halwi, SH (Ka ukum

" Drs. Muh. Sabila (Pelaksana Tugas Kabag Keuangan)
_ Muslimin Palessei (Sekretaris DPRD Kab. Luwu)

Rapat musyawarah tersebut dipimpin oleh Hj. Hidayat Nurthalib,

O th B R =

S.Pd., M.Si. (wakil Ketua DPRD Kab. Luwu) dan rapat tersebut membahas
Pemintaan Persetujuan DPRD Kab. Luwu mengenai penatapan
ukota Kab. Luwu dan Kesejahteraan Anggota DPRD

tentang

Belopa sebagai Ib

Kab. Luwu yang melipui uang pesangon, biaya perumahan dan gaji ke-

13, dan hasil rapat musyawarah tersebut d
gal 15 April 2004 adalah sebagai berikut:

isimpulkan dalam bentuk

notulen rapat tangd

pada prinsipnya DPRD Kab. Luwu, menyetujui usul penetapan Belopa
1. Padapn

n keputusan diserahkan
: Kab. Luwu dan rancanga
sebagal Ibukota

ksi yang sesuai untuk
. utif untuk menyusun reda
kepada pihak eksek
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pengusulan ke pemerintah mengenai penetapan ibukota lersebut
dapat diterbitkan

2. Kesejahteraan Anggota Dewan yang masih merupakan haknya (Hak
Anggota Dewan) masa bhakfi 1999-2004 dapat direalisir seluruhnya
sebelum pelantikan anggota Dewan yang baru masa bhakii 2004-
2009,

3. Gaji ketiga belas diupayakan direalisir pada bulan Mei 2004

Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2004, Drs. Muslimin Palessei,

Sekretaris DPRD Kab. Luwu diperintahkan oleh Hj. Hidayat Nurthalib,

Spd, Msi, Wakil Ketua DPFRD Kab. Luwu periode 1999-2004 untuk

membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada bupati Luwu

perihal Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu

periode 1999-2004 berupa uang pesangon, uang perumanan, dan gaji 13

dan kamudian Dre. Musfimin Palessei membuat surat dengan surat Nomor

tanggal 5 Met 2004. Selanjutnya terdakwa Drs. H.

. 910/81/DPRDN/2004

Basmin Mattayang, MPd Bupabi Luwu mendisposisi surat tersebut kepada

Drs. H. Muh. Sabila, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan Pemda

Luwu, yang Isi disposisinya:
; h lima juta rupiah] ;
- kan Rp 25.000.000.{dua pulu
1. Supaya [[Ip&l'tll"l'lhﬂﬂg
meham Rp '5.'[“3‘1'Dﬂﬂ.'[

iy, Drs. H. Muh. Sablla bin Mangambe

dal lima juta rupiah],
2. Bantuan dalam

Kemudian atas surat
i i t itu kepada Drs. Arwin
- n mendiposisi sum@
menindaklanjutinya denga

ubag Anggaran F"Efﬂﬂa Luwu untuk memproses

Dachlan, Msi, Kas
o8




permintaan dana tersebut untuk dapat dibayarkan, dan saat itu Drs. Arwin
Dachian, Msi pemah menyampaikan atau menjelaskan kepada Drs, H.
Muh. Sabila bin Mangambe bahwa pemberian dana pesangon dilarang,
akan tetapi saat itu Drs H. Muh. Sabila bin Mangambe menjelaskan bahwa
“ini bukan dana pesangon, tetapi dana kehormatan®. Terhadap penjelasan
tersebut, Drs. Arwin Dachlan, MSi mengatakan bahwa “permintaan
tersebut tidak ada anggarannya dalam APBD",

Selang beberapa har kemudian, Drs. Arwin Dachlan, M50,
kembali diperintah oleh Drs. H. Muh. Sabila bin Mangambe wuntuk
memproses atau membuat Surat Keputusan Bupati yang akan dijadikan
dasar untuk memenuhi permintaan Pemimpin DPRD kab. Luwu dan
kemudian Drs. Arwin Dachlan, M.Si. membuat 3 (tiga) buah konsep surat
keputusan Bupati Kab.Luwu,yaitu

1. Surat Keputusan Nomor 184/1V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang

pemberian bantuan Biaya Pembahasan/Asistensi  Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) perhitungan APBD Kab. Luwu Tahun
pada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1989-
rang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp 175.

2003 ke
2004 sebanyak 35 ©

000,000, (seratus tujuh puiin lima rupiah);
9 Surat Keputusan Nomor : 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang
| Hkh'-ir masa bhakk hagi pimﬁnan dan

pemberian Dana Kehormatan

DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 sebanyak 35 orang,
ta ‘

Anggo




dengan jumiah bantuan sebesar Rp 525.000.000.- (ima ratus dua
puluh lima jutah rupiah);

3. Surat Keputusan Nomor : 188M//2004 tanggal 18 Mel 2004 tentang
pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.
Luwu periode 1898-2004 sebanyak 35 crang, dengan jumlah bantuan
sebesar Rp.350.000.000 - (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutmya ketiga buah konsep Surat Keputusan tersebut diajukan
kepada Kabag Hukum Pemda Luwu, M.Habwt dengan pengantar surat

Kabag Keuangan Pemda Luwu Nomor © 88/Keul2004 tanggal 15 Mei 2004

perihal Ajuan Konsep, dan setelah konsep tersebut diteliti, ternyata

lampiran ketiga buah Surat Keputusan Bupati tersebut berupa surat
permintaan dari DPRD Kab. Luwu ditandatangani oleh Sekretaris DPRD

Kab. Luwu, sedangkan permintaan hak DPRD seharusnya ditandatangani

oleh Pimpinan DPRD sehingga konsep tersebut dikembalikan ke Bagian

miuk diperbaiki sesuai koreksi dari Bagian

Keuangan Pemda Luwu U

Hukum dan Bagian Keuangan Pemda Luwu me
ranggal 5 Mei 2004 kepada Sekretaris DPRD Kab.

ngembalikan surat nomor

. 910/81/DPRD/IV/2004

Luwu untuk diperbaiki.

| yrat nomor : smralmpnnm:nm tanggal 5 Mei 2004
Sebelum s :

ditandatangani oleh Drs. Muslimin Palessei, Sekretaris DPRD Kab. Luwa

itandata : -

- K

tersebut memperbaiki atau mengganti surat tersebut karena lida
rse

kepada Surat Edaran Menteri Dalam Megeri MNomor :
berpedoman

an03 perinal Pedoman tentang
al 29 Desember
161/3211/SJ tangd
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Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang secara limitatif
telah mengatur hak-hak keuangan pimpinan dan Anggota DPRD.
Selanjutnya Hj. Hidayat Nurthalib, S.Pd., M.Si, Wakil Ketua DPRD Kab.
Luwu {unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu DPRD Kab. Luwu), memanggil
Drs. Muslimin Palessei, Sekretaris DPRD Kab . Luwu dan ketua-ketua
fraksi untuk mengadakan pembicaraan yang akhirmya disepakati untuk
meminta bantuan Kehomatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu
dalam rangka mengakhin masa bhakti 1999-2004, sehingga kemudian
dibuat kembali surat yang ditujukan kepada Bupafi Luwu dengan Surat
Nomeor : 910/81/DPRD/IV/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal permintaan
Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DFRD Kab. Luwu
dalam rangka mengakhii masa bakti 1999-2004. Akan tetapi surat

tersebut sudah ditandatangani oleh Hj. Hidayat Murthalib, 5.Pd., M.Si.
sehagai unsur Pimpinan DFRD Kab. Luwu dan atas surat tersebut, Drs. H.
Basmin Mattayang, M.Pd. bin Mattayang, Bupati Luwu mendisposisi

kepada Drs. Andi Baso Gani, M.5i. bin A Tahir Gani, yang isi disposisinya

- *Pak Sekda, untuk dipartlrnbangkan, koordinasikan dengan Ass. lII*, dan

tas surat tersebut, Drs Andi Baso Gani, M.Si. bin A Tahir Gani, M.Si.,
alas

ng ., yang isi
isi Drs. H. Muh. Sabila bin Mangambe
posis| Hepada

gal 26 Mel 2004 ¢ “Yth. Kabag keuangan, proses

mendis
disposisinya pada tand

sesuai petunjuk Bp. Bupati’.
kedua sural parmintaan
Luwu berbeda mengenai perihal, isi dan yang

dari DPRD Kab. Luwu yang
Bahwa

ditujukan kepada Bupati
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menandatangani, dimana untuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris
DPRD Kab. Luwu, perhalnya adalah permintaan Anggaran Kesejahteraan
Anggota DPRD Kab. Luwu, sedangkan surat yang ditandatangani oleh
Wakil ketua DPRD Kab. Luwu, perihainya adalah permintaan Bantuan
Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Luwu dalam
rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004. Perbedaan isi yang prinsip
adalah pada surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu
terinci permintaan kesejahteraan anggota DPRD Kab. Luwu berupa : uang
pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (figa belas), sedangkan surat
yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu sudah tidak ada
lagi perincian seperti surat yang pertama.

Selanjutnya terdakwa Il Drs. Muh. Sabila bin Mangambe kembali
membawa atau mengajukan ketiga buah surat keputusan seperti tersebut

diatas dengan lampiran surat permintaan dan DPRD Kab. Luwu yang

sudah diganti, yaitu dengan surat nomeor : 910/81/DPRDAIF2004 tanggal

5 Mei 2004 perihal permintaan Banfuan
PRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakt

Kehormatan kepada Pimpinan

dan Anggota D o
004 g sudah ditandatangani oleh unsur pimpinan, yaitu Hj.
1999-2 yan
Hidayat Nurthalib, S.Pd. M.Si., Wakil ketua DPRD Kab. Luwu, untuk
| E"f-EI ] " I -
kan tetapi, saat
diparaf oleh M. HalWl. kabag Hukum Pemda Luwu. A p

H Wi “lﬁ gﬂtﬂ fn III 3 }ali mlu kHFEI 1d
rka' |1 M. El

disodo

bth hanya ﬂalu. kenapa B'Ekﬂl‘ﬂl'lg I'I'Iﬂl'ljﬂﬂi ﬁga_l dan
terse

konsep - |
BRI Drs. Muh. Sabila bin Mangambe, Konsep ini

kemudian dijawab oleh
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sudah diperbaiki, paraf maki saja, karena sudah ada anggota DPRD Kab.

Luwu diatas menunggu mau dibayar’, sehingga kefiga buah surat
keputusan tersebut diparaf cleh M. Halwi dan akhirnya ketiga buah Surat
Keputusan Bupati Kab. Luwu yang dijadikan dasar untuk pengeluaran
uang sebagaimana Surat Permintaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.
Luwu, ditandatangani oleh Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd. bin
Mattayang sehingga total bantuan Bupati Luwu kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD Kab.Luwu adalah sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu
milyar lima puluh juta rupiah) dan pada diktum kedua dari ketiga Surat
Keputusan Bupati Luwu tersebut diatas, secara jelas dan ftegas
dinyatakan bahwa bantuan biaya yang dibebankan pada APBD Kab. Luwu
Tahun 2004 pada Belanja Tidak Tersangka dengan kode rekening

2.01.03.514.
Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004 terdakwa lll, Drs. H. Muh. Sabila,

Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, menandatangani dan
a

mengeluarkan Surat Perintah Membayar
satu milyar dua ratus juta rupiah), yang dananya diambil

(SPM) Momor : 00131 senilai Rp

1.200.000.000,- (

rmuat di dalam Surat Keputusan
: ngka yang &
dari Belanja Tidak Tersa

yang telah dikeluarkan terlebi
Gani, Sekretaris Daerah Kab. Luwu

h dahulu dan ditandatangani oleh
Otorisasi

Ors. Andi Baso Gani bin A Tahir

s sebagal Pengguna ANGEarE:
46 tahun 2004 tanggal 256 Maret 2004 dan Surat

or + 71 tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004, dan

sesuai dengan Surat Keputusan
sakaligu

Otorisasi Nomor -

Keputusan Otorisasi Nom )




kemudian dari Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), uang
senilai Rp 1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh Juta rupiah) dicairkan
untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD Kab. Luwu periode 19928-2004.
Fadahal telah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Megeri Nomor @ SE
163.1/711/0TDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Puma Bhakti
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut
selanjutnya diterbitkan kwitansi yaitu:

1. Kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp 525.000.000,- (lima
ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh
tardakwa Il, Andi Baso Gani, M.Si. bin A. Tahir Gani, Sekretaris
Daerah Kab. Luwu dan terlinat terdakwa |, Drs. H. Basmin

Mattayang, M.Pd bin Mattayang, Bupafti Luwu yang dipergunakan

untuk pemberian Dana kehormatan Akhir Masa Bhakti Pimpinan

dan Anggota DPRD Kab, Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu

Nomor : 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Drs.

Met Vet. Syahid

pada tanggal 23 Juni 2004 senil
rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa I,
gi bin A. Tahir Gani, Sekretaris Daerah

ai Rp 350.000.000.- (tiga
2, Kwitansi

ratus lima puluh juta
Drs. Andi Baso Gani, M.

dan terinat terdakwa
g Bupali Luwu Yyang dipergunakan untuk

ahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.

|, Drs. H. Basmin Mafttayang,
Kab. Luwu

M.Pd. bin Mattayah

pemberian Bantuan perum
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dilakukan pembayara

yang rincianny

Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomer * 186///2004 tanggal
18 Mei 2004, yang diterima oleh Sahude

Kwitansi pada tanggal 14 Juii 2004 senilaj Rp 175.000.000.-
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh
terdakwa Il, Drs. Andi Baso Gani, M.Si bin A. Tahir Gani, Sekretaris
Daerah Kab. Luwu dan terihat terdakwa |, Drs. H. Basmin
Mattayang, M.Pd bin Mattayang, Bupali Luwu yang dipergunakan
untuk Pemberian Bantuan Biaya Pembahasan/ Asistensi Raperda
Perhitungan APBD Kab. Luwu tahun 2003 kepada Panitia

Anggaran/Gabungan Komisi AFBD Kab. Luwu sesual dengan SK

Bupati Luwu Nomor !

diterima oleh Hj. Hidayat Nurihalib
ketiga kwitansi tersebut, maka selanjutnya

Dan berdasarkan

184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang

n atas kefiga jenis bantuan seperti tersebut diatas

yang dilakukan oleh tardakwa 1ll, Drs. H. Muh. Sabila bin Mangambe,

o adalah sebagal berikut

——— Jenis bantuan penerimaan

——aistensl | | ta Perumahan
MNa Nama _-—-j—q?;'—'_'ls;mm_' I{Ehl:n':'la n .
ol
10,000,000
1 2 ——eu5i000 | Re.12.750000 | Rp.
1 [Dr ii_‘f’ih,_?ﬂi'.“_-—“”f’;—_—%gm ﬂp.12.?55.ﬁ :p;“.:g,g—.ﬂ
2 |HL. Hdayatﬂmﬂiﬂ ._.H—_-p—ﬁ-ﬁﬁa_' Rp.12.750. R .W_mu:mﬂ
3| A Andi Muh. Ym0 Hp.:gg.ggu R::m'mnm
MusiminUP____——poz 00,000 | Rp12750808 | SR
 Tmpunoan P S gom0 | 7RG o
- 750. 000,
Lisman h'EISIH —=—= 00000 | Rp1Z.
? kur B W Rp.12.750.000 | Rp.10.000.000
D v e vo S| TBS 0 o2 780000 | Ro 10000000
! Dmf%ﬂ :ﬂ':g'.;:gﬂ g:ﬂimimn
0 | H. ﬁntﬂg;ﬂr Rp 5000000 1 2 =
17 T HAL Djsbbar. 84
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12 [H Baso Hj
33 [ W, Hawf’;ﬁlﬁ_%-:j&m__ Rp.12750.000 [ Rp.10.000.000
14| Ors. Dihain Labsl | Rp 000 Gy Lo0.000 | Rp10.000.000
15 | Drs. Abd. Rachman np' 06 sy -RE1Z 750000 | Rp.10.000.000
16 | Nusrsyam Mustam B2200.000 | Rp.f2750.000 SpTEDO0A00
AT M._| Rp5.000.000 | Rp 3750000 | Rp.10.000,000
e _ Rp.5.000.000 | Rp12750.000 | Rp.10.000.000
 Yuh Badaruddin_ | Rp.5000.000 | Rp.12.750.000 | Rp.10.000.000
19 _| Markus Lembang Rp.5.000000 | Fp.12750.000 | Rp.10.000.000
20 | Drs. SuryaDamaTA | Rp5000.000 | Rpi2750.000 | Rp.10.000.000
21 | Amiruddin 5 Rp.5.000.000 | Rp.12.750.000 | Rp.10.000.000
22 | M. Kasim Rp.5.000.000 | Rp.12.750000 | Rp.10.000.000
23 | Frederick Ratu _Rp5.000000 | RpiZ750.000 | Rp.10.000.000
24 | Drs. FC. Abdul Gaffar | Rp.5.000.000 | Rp.12.750.000 Rp.10.000.000
25 | Wahidjo Rp.5.000.000 | Rp.12.750000 | Rp.10.000.000
26 | Sahude Rp.5.000.000 | Rp.12750.000 | Rp.10.000.000 |
27 | Drs. Dirman Arkam Rp.5.000.000 | Rp.12.750.000 | Rp.10.000.000
28 | Rahim Al Rp.5.000000 | Rp.12.750.000 | Rp.10.000.000
29 | Taslim Sabbara Rp.5.000.000 Rp.12.750.000 _F_t_p.m.mu.mn
30 | Mustaming Rp5.000.000 | Rp.12750.000 | Rp.10.000.000
31 | Andi Ampanangi, BE | Rp.5.000000 | Rp.12.750.000 | Rp.10.000.000
32 | Asbunris Rubba Rp.5.000.000 | Rp.12.750.000 | Rp.10.000.000
33 | Drs. Syamsul Sabbea | Rp5.000.000 | Rp12750.000 | Rp.10.000.000 |
34 | Drs. Harun Al ﬁ'ag.-_.qd Rip.5. 000,000 Rp.12.750.000 Rp.10.000.000
36 T A Daud Rp.5.000000 | Rp.12.750.000 | Rp.10.000.000 |
Total = Rp. 971.250.000__| Rp.175.000.000 | Rp.446.250.000 | Rp.350.000.000
&7
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B. Alasan yuridis penunjukan Pengadilan Negeri Makassar mengadili

perkara korupsi

Kewenangan mengadili berdasarkan penetapan atay penunjukan
Mahkamah Agung, berupa pengafitan kewenangan mengadili dari
pengadilan negeri kepada pengadilan negeri yang lain. Seolah-olah
sebaglan daerah hukum pengadilan negeri, untuk sementara dialinkan
atau diperwalikan kepada pengadilan negeri yang lain, Pengalihan yang
seperti ini menurut Pasal 85 KUHAP, terjadi apabila keadaan daerah tidak
mengizinkan. Artinya, suatu pengadilan negeri mengalami kesulitan tugas
operasional peradilan, berhubung karena keadaan daerah flidak
mengizinkan (Yahya Harahap, 2002:102).

Penunjukan pengadilan negeri oleh Mahkamah Agung ini

merupakan pengecualian dari penentuan kompetensi relatif berdasarkan

Pasal 84 KUHAP yaitu.
pat dilakukannya findak pidana (locus delicty)
| tardakwa dan tempat kediaman sebagian besar

1. Tem
2. Tempat tingga

R L beb tindak
4f sehubungan dengan erapa
3. Kewenangan [eld

I dilan negen
pidana dalam daerah hukum berbagai penga
i ti d
jtu, penunjukan pengadilan negert pun tidak mesti dalam
in i, - |
- ksaan tinggi atal pengadilan tinggi dari kejaksaan
keja

negefi semula tempat terjadi
mberikan hatasan terhadap penunjukan
68
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negeri atau pengadiian
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pengadilan negeri. Contohnya SK No.214 tahun 2005 tentang Persetujuan
Pemindahan Tempat Persidangan Tersangka Andi Ipong dan Muhammad
Yusuf  alias  Yusuf dai PN Poso ke PN Jakarta Pusat
(legislasi.mahkamahagung.go.id). Hal tersebut tergantung usul darn
kejaksaan/pengadilan dengan menunjuk pengadilan mana yang pantas
untuk mengadili kasus tersebut dan adanya persetujuan dari Mahkamah
Agung terhadap usul yang diajukan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 85 KUHAP dijelaskan yang dimaksud
dengan ‘keadaan daerah yang tidsk memungkinkan® sebagai alasan
untuk melakukan penunjukan pengadilan negeri adalah “antara fain

adanya bencana alam atau gangguan keamanan.”

Sesyai dengan apa yang diungkapkan oleh Andi Hamzah, Siti

Murhidayah mengemukakan:

ikatakan bahwa alasan untuk
‘['hhm peniemm:df:;r?ﬁtﬁﬁupitﬁ;ﬂdamn dengan menunjuk
T T ari lain adalah ‘antara lain adanya gangguan
Pungadﬂa"dafgenc:anﬂ alam’. Karena adanya penggunaan .E:f-,
kemanan da dalam pasal tersebut sehingdad alasandwimﬂn
ok ri dapat dilakukan sefain apa yang ca
W:ﬁﬁ#ﬁﬁfmﬂnmm tanggal 22 Juli 2008)

:Ehhan dalam prakteknyd, alasan tehadap adanya gangguan

a

m Pasal 85 KUHAP, tidak
an tersebut terjadi ketika serangkaian

mesti terjadi secara nyata
keamanan sesuai dal2
ganﬂlﬂ” keman
penyidikan. penuntutar,
arkara ke paﬂgﬂﬂ“ﬂ“}- Salah satu contohnya

jghan hutan oleh DL Sitorus yang

dalam artian penahanan, ataupun

proses dilaksanakan {

pelimpahan berkas perkas P

an
 penyalahgund
adalah kasus korupsi P€ "



ke

atas

dasar kekhawatiran jaksa akan adanya kenfilk antara pendukung dan

penentang DL Sitorus. (kapaniagi.com)

Dalam perkara Basmin Mattayang, alasan  diajukannya
permohonan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar adalah untuk
menjaga objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus
tersebut. Dikhawatirkan, jika persidangan diadakan di Pengadilan Negeri
Palopo, maka hakim tidak dapat bersifat objektif dalam menjatuhkan
putusan karena adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu,

mengingat para terdakwa yang teribat dalam kasus tersebut adalah

orang-orang yang berpengaruh di daerah Luwy dan berasal dar partai

politik yang memilki banyak massa. (Siti Nurhidayah (JPU dari Kejaksaan

Tinggi Sul Sel), wawancara tanggal 22 Juli 2009)

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siti Nurhidayah,
Arifin Hamid (JPU dari Kejaksaan Tingd Sul Sel) menambahkan

h “orang-
terda ¢ dalam kasus tersebut adala
“para Fﬁ'f';“ gia;{ngnmi_ﬂm' Tidak menutup hamung_kmm?;nrg:‘
orang no satu assa untuk melakukan darnnnslm.fl..:,mmn e,
pengerahan M ain yang bermaksud untuk m&gﬂ e o
ataupun Upay® tan kasus ini. Karéna itu kam gl
mengqanggs UL Penatin 181 P
kasus tErs_&bl.::mm o Wawancara tanggal 11 Ag
mengalami ha :

carena adanya kekhawatiran dar

gajuan penunjukan

Pengadilan N iia persidangan dilaksanakan di

JPU akan adanya gand =



Pengadilan Negeri Palopo, Aganya Putusan hakim yang tidak bersifat

objektif jika persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo

hanyalah merupakan akibat vang dilahirkan dari adanya gangguan

keamanan tersebut. Karena seperti yang dikatakan oleh Arifin Hamid dan
Siti Murhidayah bahwa Bazmin Mattayang dan orang-orang yang teriibat
lainnya merupakan ‘crang-orang no satu® di wilayah tersebut, maka
pengerahan massa, terorteror, ataupun tekanan-tekanan fain besar
kemungkinan dapat terjadi.

Dalam Keputusan Ketua MA No OJKMA/SKAIZ008 tentang
Peretujuan Pemindahan Tempat Persidangan Basmin Mattayang, dkk,
disebutkan pertimbangan MA dalam mengabulkan permohonan

Kejaksaan Tinggi Sul Sel antara |ain:

1. Bahwa adanya perselisihan antara masyarakat
nua, Kota Palopo dengan masyarakat Karetan,

Sumarumbu,

Kecamatan Telluwa

Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

2 Bahwa kota Palopo akan melaksanakan pemilihan walikota pada

tanggal 8 Mei 2008 yand

3. Bahwa antusias masyarakat cukup
g ditokohkan
an di Pengadilan Negeri Palopo

saal ini telah memasuki tahapan pilkada.
flinggl dan semua tersangka
yan di Kabupaten Luwu. Apabila
merupakan figur

naan sidand dilakuk

pelaksa
nnya bisa terganggy-

dikhwatirkan ketertiba " .
Adapun alasan dipilinnya pengadilan kassa
i antara lain:
o wewenang mengadili 3
tempat pengalinan )



1. Bahwa P '
engadilan Negeri Makassar adajan Pengadilan dianggap

I i
ayak untuk mengadili perkars tersebut. Pengadilan ini dianggap layak
karena:

* Pengadilan Negeri Makassar merupakan satu-satunya pengadilan

yang berkelas |A khusus yang berkedudukan di ibukota provinsi
dibandingkan pengadilan negeri yang lain yang ada dalam wilayah
Sulawesi Selatan

+ Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar terdiri dari hakim-
hakim yang sudah berkompeten dan berkapabel dibandingkan
dengan hakim-hakim di pengadilan negeri lain dalam mengadili
perkara tindak pidana korupsi Dikatakan berkompeten dan
berkapabel karena hakim-hakim di pengadilan neger makasssar
memiliki tingkat senioritas atau golongan yang lebih tinggi yaitu
minimal gol VA dan memiiki pengalaman yang lebih banyak

dalam menyidangkan berbagai perkara tindak pidana khususnya

perkara tindak pidana korupsi.
“031 kasus tahun 2008 Januari - Juni

kasus p&i‘l&i'll-lnﬁ'_u'ﬂ. E.Bdﬂl‘lgkaﬂ
hanya berkisar pada 200-300

Berdasarkan wawancara dengan

uk ke pengadilan negeri
Mustari, SHM

makassar sekitar 1000

2009 dapkminfu.gu.rd}
pengadilan negeri di daerah lain,

rtahunmnya. |
o dilan Negen Makassar dengan daerah tempa
adila

ingkan de
iquh dibanding
tinggal tedakwa sangat 12 n

2, Jarak antara Peng ngan pengadilan negeri



lain. i |
ain. Sehingga kekhawatiran akan pengerahan massa untuk ikut
I

men i ] '
gawasi jalannya persidangan yang dapat mengganggu efektivitas

persidangan, bahkan objektivitas hakim, dapat diatasi,

3. Pengadilan Negeri Makassar yang berkedudukan di ibu kota provinsi

memberkan kemudahan dalam kelancaran operasional penanganan
kasus tersebut dan memudahkan pelaksanaan pengawasan baik oleh
pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian, sehingga pengadilan,
kejaksaan, maupun kepolisian dapat bersifat tanggap terhadap seqala
gangguan. (Arifin Hamid, wawancara tanggal 29 Julli 2008)
Kekhawatiran akan teradinya gangguan keamanan jika

persidangan dilaksanakan di Pengadilan MNeger Palope bukaniah

merupakan hanya sekedar dugaan JPU, Tapi, hal tersebut berdasarkan

penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Megeri Belopa bagian

, ; -—
intelijen bekerja sama dengan pihak Polres dan Kodim di wilayah terse
apa yang diamanatkan dalam Pasal 85

perhak menentukan keadaan daerah
adilan neger atau kepala

nangan kepada

Hal tersebut sesual dengan

KUHAP yang mengatur bahwa yand

: a peng
memungkinkan atau tidak adalah ketu

HAP tidak mmb&l‘ikﬂﬂ kewe

j ar. KU .
SR pihak manapun untuk menilai

nasihat hukum atau
pardasarkan PET

kodim, diperclen la
a2 maka akan terjadi gangguan

perjalan lancar. Hal tersebut

hal itu

terdakwa atau pe yelidikan yang dilakukan oleh

(hukumanline.com). Dan poran bahwa jika

pihak kejaksaan, POIres: G

dilaksanakan d
: fidak dapa!
keamanan sehingga F'Eﬁmngm 73

zan
persidangan tersebut



sesual dengan apa yang diungkapkan oleh Henry J. Abraham dal
: drm

bukunya The Judicial Process:An Introductory Analysis of The Court of

The United State yang mengemukakan: “Faktor-Faktor non hukum seperti

politik, dapat mempengaruhi proses peradiian, karena terbukanya
kemungkinan interaksi pelaku polifik terhadap proses peradilan, terutama
pada kasus yang menyinggung kepentingan aktor politik penting.” (Ahmad
Mujahidin, 2007:33)

Selain alasan dalam penjelasan Pasal 85 KUHAP, alasan lain yang
biasa dijumpai dalam konkretonya adalah dititikberatkan pada kesulitan
teknis operasional di lapangan. Terutama didasarkan pada kesulitan
jangkauan komunikasi, Sebagai contoh, pada wakiu Yehya Harahap

menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagian

daerah hukum Pengadilan Negen Tanjung Balai yakni daerah Kecamatan

Labuhan Ruku berada di bawah wewenang Pengadilan Negeri Tebing

' sional
Tinggi berdasar penetapan Menteri Kehakiman atas alasan operasion
' t itu, disebabkan
yang dialami Pengadilan Negeri Tanjung Bala pada sad

ng sulit untuk menjangkaunya
pa jauh dengan sarana
pﬂnuq‘maﬂ Pengadillan Megeri

dari Tanjung Balai,

faktor hubungan ya i .

sedang dari Tebing Tinggi tidak ber2
jkian juga misainy®

ara tertentu be -
uikum pengadilan Negeri Fak-fak yakni

pura. Alasan penunjukan

T emmatts o rdasar penetapan Mentari

Biak untuk mengadil
gbagian daerah

Kehakiman atas S =
y an a8
daerah Kecamatan Timika ¢ karena hubungan lalu

Biak darl F'el‘lgadiran Eak-fak
er Bl

74
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s ) 3 i
lintas dari Fak-fak ke Timika dan Tembaga Pura sama sakali
saxall tidak ada

ang la i Bi
yang langsung, harus melalui Biak. Dan sewakiu beliau menjadi Ketua

Pengadilan Tinggi Irian Jaya, hal inj masih tetap dipertahankan demi
kelancaran pelayanan daerah tersebut (Yahya Harahap, 2002:102)
Adanya penggunaan kata “antara lain® dalam penjelasan pasal 85
KUHAP membuat batasan terhadap alasan penunjukan pengaditan negeri
tidak jelas. Sehingga, Mahkamah Agung lah sebagai badan peradilan
tertinggi yang berwenang untuk mengeluarkan SK penunjukan pengadilan
negeri yang dapat mempertimbangkan apakah sualu permohonan
penunjukan pengadilan negeri dapat ditenma atau tidak, walaupun alasan
terhadap pengajuan permohonan tersebut diluar dari apa yang
dicantumkan dalam Pasal 85 KUHAP. Dikabulkan atau tidaknya

permchonan penunjukan pengadilan negeri untuk mengadili perkara yang

ah Agung (kapaniagi.com).
mengeluarkan SK

dimohonkan tergantung dari diskres! Mahkam

camah Agung tidak dapat

Walaupun begitu, Mah
dak ada usul yang diajukan oleh pihak

penunjukan pengadilan negeri jika t
engadilan (Bagir Man

kan dalam lingkungan

an, tempo.co.id) dan usul

kejaksaan ataupun P
peradilan umum pada

tersebut hanya diperuntu z .
idak untuk pengadian 5715+

ngad'riaﬂ ﬂEEﬁfI untuk mangadilj
perdasarkan apa yang

tingkat pengadilan negerh

Menurut penulis . penun}mta-l'l pe



tH:iEH. jelas karena selain menimbulkan kontroversi, dasar hukum terhadap
pemindahan tersebut juga tidak sesusi dengan apa yang dicantumkan
dalam Pasal 85 KUHAP. Datam memperimbangkan dikabulkan atau
tidaknya suatu penunjukan pengadilan negeri, Mahkamah Agung harus
menjadikan alasan dalam Pasal 85 KUHAP sebagai tolak ukurnya agar
pemindahan tempat persidangan didasarkan pada alasan yang real.
Adanya penunjukan Pengadilan Neger Makassar berdasarkan
kekhawatiran jaksa bukanlah merupakan alasan yang sesuai dengan apa
yang dicantumkan dalam Pasal B5 KUHAP karena alasan yang
dicantumkan dalam penjelasan pasal tersebut merupakan alasan yang

ujen yang memang mengaharuskan pengadilanikejaksaan  untuk

melakukan pemindahan tempat persidangan tanpa adanya pilihan

alternatif, Sedangkan dalam kasus Basmin Mattayang, alasan tersebut

. = R
masih memberikan kemungkinan bagi pinak peniegak. fukum. U

' nganan
mampu mengatasi masalah-masalah yang imbul terhadap penang
kasus tersebut.
lan Negeri Makassar Mengadili

i
1. Dasar Hukum Penunjukan Pengad

Perkara Tindak Pidana Korupsi

m dilakukannya pe
mengadil perera 8 |
Buryl:
HAP yang bef
o galah Pasal 86 KU _ _—
terjadi di Kab. Luwu 8 zinkan suatu peng

usul ketua
n daera .
*Dalam hnati L:E::::gadili 5LIE!':E;':;: kejaksaan neger yang
nEg:EI'I U a

Ak 76
pengadilan &8

honan panm‘ljukﬂﬂ Pengadilan
rmo

Dasar huku gak pindana Korupsi yang

Negeri Makassar untuk



Ee;:;gﬂh:;azhﬂar::amah Agung mengusulkan kepada Menteri
enetapkan atay menunjuk pengadilan negeri

lain daipada yang te

Dalam pasal tersebut Malpun pasal-pasal lain dalam KUHAP, tidak
diberikan batasan kasus-kasus mang yang bisa diusulkan pemindahan
tempat persidangan dengan penunjukan pengadilan negeri. UU Tindak
Pidana Korupsi pun fidak memberikan batasan yang tegas untuk
melakukan penunjukan pengadilan negeri mengadili perkara korupsi. Dan
dalam Pasal 26 UU No.31 Tahun 1999 jo UU Mo.20 Tahun 2001 juga
ditegaskan: ‘penyidikan, penuntutan, dan pemerksan di sidang
pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum

acara pidana yang berlaku, kecual ditentukan lain dalam undang-undang

ini,
Sebelum diatur dalam KUHAP, dasar penunjukan pengadilan

bih dahulu diatur daiam Undang-undang No.22 Tahun 1847

negeri terle
t Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan.

Tentang Pemindahan Tempa
I:
Pasal 1 Undang-undang No.22 tahun 1947 berbuny

keadaan maksa Kefua Mahkamah Agung dapat
i Daam n haﬁiﬂﬂ:m pengadilan untuk sementara wakiu

menetapkan, idang di luar daerah hukumnya.
adudukan dan hﬁ-.rzmakga mica Agung  dapat

2. Dalam I:&Edgggwalfiu"gm ejaksaan wjr :amanlara waktu
fr n, n di luar daerah-hukumnya.
pertempatkedu3uket & LG oengadian dan kejaksaan yang

3. Pemindahan Undang-undang ini be jﬁmnﬂgaﬁ P 2y
dilakukan SeOSUIL | - Mahkamah AQung 447 gung.

auran dalam undang-undang tersebut, perihal

U

Sebelum pend Jur dalam sijsteem Reglement op de

i di
pemindahan tempat persidanga’ "



Rechterlijke Organisatie dan Rechisreglement Buitengewest
BN Yang
mengatur:

o Hd - '

p;é: 1 E;:uhi?ya pengadilan bersidang pada ibu-kata daerah-hukum

he:Ea ’ mn u. Dalam keadaan yang memaksa Gupemnur Jendral
el enentukan, bahwa untuk mengadili suatu perkara khusus

pengadilan dapat bersidang ditempat lain, tetapi di dalam daerah-

hukum pengadilan itu” {Pasal 25 ayat 2 R
Pasal 2R B). ¥at 2 R.O. berhubung dengan

Dalam penjeiasan pasal tersebut diatur bahwa

*...dalam Undang-undang ini diberikan kemungkinan kepada Ketua
Mahkamah Agung, menetapkan bahwa suatu pengadilan
bertempat kedudukan dan bersidang di luar daerah-hukumnya,
penetapan mana dapat beraku mundur. Penetapan itu fidak
dilakukan dengan Undang-undang tetapi diserahkan kepada Ketua
Mahkamah Agung, supaya pemindahan tempat sidang itu dapat
dilaksanakan dengan tepat ,

Dari sebab pemindahan pengadian itu pada umumnya akan
memerlukan pindahnya kejaksaan yang bersangkutan, maka dalam
Undang-undang ini Jaksa Agung diberi kuasa juga untuk
memindahkan I:EI'I‘IFIHt kedudukan kejaksaan diluar daerah
hukumnya.” (alinea 5 dan & penjelasan UU No.22 Tahun 1847)

Pokok pangkalan inl untuk masing-masing pengadilan diatur lebih

nya untuk pengadian Negeri pada Pasal 80 R.O. (35 R.B.)
jikalau peru  ketua pengadilan dapat
uar tempat kedudukan Pengadilan

lanjut. Umpama
yang menentukan, bahwa

mengadakan sidang pada tempat di |
h-hukum pengadilan itu.
polisian dapat pula mengadakan sidang di

dang yang ditentukan oleh Gupernur
adilan Kepolisian itu (Pasal

tetapi di dalam daera

Ketua Pengadiian Ke

da tempat-tempat s

tempat lain daripa
daerahvhukum Peng

Jendral, tetapi di dalam

t2R.B).
116 bis ayat 3 R.0. dan PRMFiET

T8



Dasar i
hukum dikeluarkannya gi Penunjukan Pengadilan Negeri
Makassar oleh Mahkamap Agung adalah Undang-undang No.4 tahun

2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang MNo.5 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung. Karena sampai saat ini KUHAP belum diamandemen,
maka apa yang tercantum dalam KUHAP yaitu *...Mahkamah Agung
mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau
menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal B4
untuk mengadili perkara yang dimaksud® sudah fidak sesuai dalam
prakteknya. Saat ini, yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan

SK penunjukan pengadilan negen untuk mengadili perkara yang

dimohonkan pemindahannya oleh kejaksaan atau pengadilan adalah

Mahkamah Agung, bukan menteri hukum dan HAM (Menteri Kehakiman).

Perihal kemandinan institusi Mahkamah Agung dalam kekuasaan

kehakiman telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) amandemen ketiga

g berbunyi
untuk menyelenggarakan peradilan guna

“wekuasaan kehakiman merupakan
Undang-Undang 1945 yan

kekuasaan yang merdeka

um dan keadilan®. Hal t&
2 UU No.d4 Tahun 2004 yang

reebut dipertegas dalam Pasal

menegakkan huk

' sal
24 ayat (2) jo Pasal 2 U NO¥ &

mengatur <ebuah Mahkamah Agung

kehakiman dilakukan m;:awahnya dalam lingkungan

g o Py P, 18 g o
B, phchiel IJI'nt:;:rjml}nEl"'-""gEtn Facaii
Peradilan :-I_I'"' ' camah Konstitust:

oleh sebua Mahk .

“kakuasaan






